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Cakrawala Strategis ini menganalisis 
evolusi, kondisi terkini, serta 
memproyeksikan arah pengembangan 
doktrin pertahanan dan militer 
yang realistis bagi Indonesia. 
Analisis dilakukan melalui 
penelaahan dokumen-dokumen 
historis dan kontemporer serta 
membandingkannya dengan tren 
pertahanan global. 

Penelaahan historis menemukan 
adanya dualisme dalam evolusi doktrin 
pertahanan dan militer Indonesia. 
Doktrin secara konsisten terus 
beradaptasi dengan mengadopsi 
perkembangan peperangan modern. 
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Akan tetapi, doktrin yang diadopsi secara fundamental terus mempertahankan 
konsep Pertahanan Semesta yang berbasis Perang Total, serta berakar pada 
pengalaman perang kemerdekaan. 

Sementara itu, analisis atas dokumen-dokumen kontemporer mengidentifikasi 
dua temuan. Pertama, terdapat ketidakselarasan hierarkis antara Doktrin 
Pertahanan Negara (Hanneg) 2023 dengan doktrin turunan di tataran Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) dan angkatan. Perbedaan persepsi level strategis dan 
tidak seragamnya adopsi konsep kunci di berbagai dokumen menandakan proses 
sinkronisasi yang belum tuntas. Kedua, karakter pertahanan Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh jejak historis, yakni dominasi pengalaman operasi internal dan 
berbasis darat telah membentuk postur yang cenderung berorientasi ke dalam 
(inward-looking).

Lebih lanjut, ditemukan kesenjangan antara doktrin pertahanan dan militer 
Indonesia dengan tren global. Di tingkat global, tren peperangan cenderung 
mengarah pada perang terbatas, singkat, dan berbasis teknologi. Sementara itu, 
doktrin pertahanan Indonesia masih banyak menekankan pada pelaksanaan 
Perang Total dan implementasi Perang Berlarut berbasis taktik gerilya.

Mempertimbangkan tekanan geopolitik dan kondisi internal, seperti ekonomi 
pertahanan dan dinamika politik militer, Cakrawala Strategis ini memproyeksikan 
arah pengembangan realistis bagi doktrin pertahanan dan militer Indonesia 
hingga 2045, sebagai berikut:

•	 Pada Operasi Militer Perang (OMP), arah pengembangan paling realistis hingga 
2045 adalah penguatan strategi asimetris melalui adopsi konsep Anti-Akses/
Penangkalan Wilayah (anti-access/area denial, A2/AD). Strategi ini dipandang 
sebagai wujud modern dari Pertahanan Semesta yang mentransformasikan 
“perang rakyat” menjadi pertahanan total berbasis teknologi, bertujuan 
meningkatkan risiko bagi kekuatan eksternal tanpa menuntut superioritas 
penuh.

•	 Pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pengembangan doktrin harus 
diorientasikan ulang agar lebih outward-looking dan dijalankan secara ketat 
dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi. Keterlibatan militer dalam ranah 
sipil domestik perlu diminimalkan dan lebih bersifat perbantuan, dengan 
catatan dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat atau ketika instansi 
sipil tidak mampu merespons kegentingan yang terjadi.
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Pendahuluan
Doktrin pertahanan merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi landasan 
bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.1 Doktrin pertahanan 
idealnya disusun bertingkat secara konsisten, mulai di level strategis hingga 
operasional. Di tataran strategis, doktrin pertahanan utamanya merepresentasikan 
cara pandang negara terhadap keamanan nasionalnya. Dalam konteks ini, 
doktrin memiliki fungsi politik untuk membentuk persepsi eksternal tentang 
orientasi strategis negara.2 Di tataran operasional, doktrin menjadi pedoman bagi 
penggelaran, pengerahan, dan penggunaan kekuatan militer, baik dalam kondisi 
perang maupun damai.3 Di negara demokratis, pemanfaatan kekuatan militer 
harus tunduk pada nilai-nilai, seperti kontrol sipil, akuntabilitas, transparansi, serta 
penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).4 

Secara konkret, doktrin pertahanan memetakan peran dan fungsi militer 
sebagai instrumen utama pertahanan negara. “Profesionalisme” menjadi konsep 
dasar dalam menggambarkan peran militer, terutama di negara demokratis. 
Profesionalisme klasik Huntington menekankan peran militer pada pengelolaan 
instrumen kekerasan, khususnya dalam melawan ancaman pertahanan eksternal.5 
Pendekatan pragmatis seperti Janowitz melihat profesionalisme secara lebih 
dinamis. Peran militer dapat bergerak melewati manajemen kekerasan.6 Di sisi lain, 
Stepan mengingatkan fenomena “profesionalisme baru” yang banyak ditemukan 
di negara-negara berkembang. Fenomena ini terjadi ketika militer terlalu banyak 
terlibat dalam misi keamanan internal. Militer melihat dirinya sebagai guardian of 
state atau ‘pelindung negara’ sehingga merasa berhak ikut campur dalam urusan 
politik.7 Stepan menekankan pentingnya pemetaan peran dan fungsi militer dalam 
proses transisi demokrasi untuk mencegah politisasi militer.8 Dengan demikian, 
meski peran militer mengalami perluasan melewati pengelolaan instrumen 
kekerasan, perlu ada batasan yang jelas terkait peran dan fungsi militer sesuai 
dengan koridor demokrasi.

Reformasi menjadi babak signifikan bagi penyusunan doktrin pertahanan di 
Indonesia. Pemerintah merilis regulasi yang mengatur sektor pertahanan serta 
tugas dan fungsi militer. Sistem Pertahanan Semesta dipertahankan sebagai pilar 
utama doktrin pertahanan.9 Pemerintah juga telah mendefinisikan karakter militer 
yang profesional. Undang-Undang No. 34/2004 menegaskan militer profesional 
sebagai tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik 
praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan 
politik negara yang menganut prinsip demokrasi.10 

Pembahasan doktrin makin relevan seiring dengan rencana Panglima Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) mengubah doktrin peperangan. Cakupan perubahan ini 
tidak hanya terjadi di tingkat TNI, tetapi juga di level angkatan, bahkan disinyalir 
akan berdampak hingga ke level taktis.11 Di tengah kembalinya tren pelibatan TNI 
di berbagai urusan pemerintahan, perubahan doktrin ini menjadi momentum 
untuk melakukan kaji ulang pembangunan militer di Indonesia. Apakah karakter 
militer yang profesional akan menjadi rujukan utama atau perubahan justru 
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mengakomodasi pengembalian politisasi TNI sehingga membentuk karakter 
“profesionalisme baru”. 

Telaah doktrin dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat evolusi doktrin pertahanan 
Indonesia dari 1945 hingga saat ini. Selain mengkaji substansi doktrin terkait dengan 
strategi Operasi Militer Perang (OMP), kajian ini juga akan mencoba menggali 
substansi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain melihat perkembangan di 
tingkat nasional, tulisan ini juga akan mengkaji perkembangan di tingkat global. 
Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perkembangan doktrin di Indonesia 
mengikuti perkembangan global atau memiliki pola tersendiri.

Doktrin Pertahanan Nasional
Bagian ini akan memetakan evolusi doktrin dan karakter pertahanan Indonesia. 
Hasil telaah historis menemukan doktrin pertahanan dan militer Indonesia, sejak 
kemerdekaan, secara konsisten berevolusi untuk merespons dinamika eksternal. 
Namun, di tengah berbagai perubahan tersebut, prinsip Pertahanan Semesta tetap 
menjadi landasan fundamental. Temuan tersebut akan dikupas secara sistematis 
ke dalam tiga bagian. Pertama, evolusi historis doktrin pada tiga tingkatan. Kedua,  
doktrin-doktrin utama yang berlaku saat ini untuk mengidentifikasi karakter 
pertahanan Indonesia, serta menelaah potensi inkonsistensi dalam hierarkinya. 
Ketiga, pengaruh pengalaman operasi TNI terhadap arah pengembangan doktrin 
Indonesia.

Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia
Berbeda dengan dogma yang bersifat mengakar dan tidak dapat diubah, 
doktrin merupakan sebuah pedoman yang dapat beradaptasi sesuai dengan 
perkembangan zaman/lingkungan strategis.12 Baik dalam konteks pertahanan 
negara maupun militer, pembentukan doktrin selalu diutamakan. Alasannya, 
perubahan dinamika politik yang tak terduga serta perkembangan teknologi 
persenjataan memaksa institusi pertahanan/militer untuk menyesuaikan pedoman 
strategi pertahanan/militer mereka dengan situasi kontemporer. Sifat doktrin 
yang fleksibel tersebut menjadi alasan berbagai negara, termasuk Indonesia, 
menerbitkan berbagai macam doktrin pertahanan/militer dari waktu ke waktu. 
Bagian ini akan membahas evolusi di tiga tingkatan, yakni: (1) Doktrin Pertahanan 
Negara (Hanneg), (2) Doktrin TNI, dan (3) doktrin angkatan di masing-asing matra.

Doktrin Pertahanan Negara
Evolusi doktrin pertahanan negara di Indonesia dimulai pada era Revolusi Nasional 
Indonesia dengan kemunculan doktrin Pertahanan Rakyat Total, Pertahanan 
Linier, dan Pertahanan Wehrkreise pada tahun 1946-1948.13 Doktrin pertahanan 
ini disusun untuk merespons Agresi Militer Belanda. Ketiga doktrin tersebut 
mendeskripsikan setidaknya tiga strategi yang perlu dilakukan dalam melawan 
agresi Belanda. Pertama, Perang Total dengan melibatkan rakyat sebagai 
barisan cadangan perang. Kedua, mengaplikasikan pertahanan linier. Terakhir, 
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membangun kantong-kantong gerilya (wehrkreise) ketika pertahanan linier 
tidak lagi efektif dijalankan. Setelah era Revolusi Nasional, Pemerintah Indonesia 
menerbitkan UU No. 29/1954 terkait Pertahanan Republik Indonesia. Undang-
undang ini secara resmi menyatakan Pertahanan Rakyat sebagai karakter utama 
pertahanan negara.14 Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi Pertahanan 
Rakyat Semesta melalui Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 
169/1960. Regulasi ini juga menjabarkan posisi Indonesia sebagai negara defensif-
aktif.15

Diterbitkannya Catur Dharma Eka Karma (Cadek) tahun 1966 menjadi awal mula 
doktrin pertahanan tidak lagi sekedar perintah eksekutif/Panglima atau bagian 
dari undang-undang khusus. Cadek memiliki peran penting bagi perkembangan 
doktrin pertahanan Indonesia. Substansi Cadek melingkupi Sistem Pertahanan 
Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), Perang Tidak Terbatas, Pertahanan 
Berlapis/Mendalam, hingga Operasi Kontrainsurgensi (COIN), yang masih relevan 
hingga kini.16 Pengembangan selanjutnya dari doktrin Cadek 1966 dimantapkan 
dalam Doktrin Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) yang diterbitkan 
tahun 1991. Secara substansi, tidak banyak yang berubah dalam doktrin ini kecuali 
penetapan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1982 
yang menyatakan pertahanan negara defensif-aktif berjalan selaras dengan upaya 
penjagaan keamanan preventif-aktif.17

Transisi dari era Orde Baru yang kental akan aspek Dwifungsi ABRI ke Reformasi 
yang mengedepankan supremasi sipil mendorong Indonesia beradaptasi. Doktrin 
Hanneg 2007 menjadi penerus dari Doktrin Hankamneg. Doktrin Hanneg 
tidak hanya menghilangkan aspek preventif-aktif dalam keamanan negara, 
tapi juga memberi terminologi baru sebagai bagian dari Sishankamrata, yakni 
Sistem Pertahanan Semesta.18  Doktrin ini juga menjadi doktrin pertama yang 
mencantumkan terminologi perang berlarut (protracted warfare),19 memisahkan 
OMP dan OMSP, serta Network Centric Warfare (NCW) yang muncul sebagai 
konsekuensi dari perkembangan teknologi di abad ke-21.20 Doktrin Hanneg 2007 
diikuti oleh penetapan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) 
2008 dan 2010-2014 yang merupakan pemetaan strategi pertahanan negara 
berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
Jakumhanneg 2008, memberikan konsep strategi pembangunan kekuatan 
pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), serta Trimatra Nusantara yang 
secara terminologi berbeda tetapi memiliki definisi yang serupa dengan Trimatra 
Terpadu.21 Sementara itu, Jakumhanneg 2010 menekankan kembali konsep 
defensif-aktif yang tidak terlihat dalam Jakumhanneg 200822.

Di tahun 2014 dan 2015, Indonesia kembali menerbitkan Doktrin Hanneg. Meski 
terbit relatif berdekatan, kedua doktrin menawarkan strategi pertahanan negara 
yang sangat diperlukan pada konteks kekinian, yakni Bantuan Kemanusiaan dan 
Penanggulangan Bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR),23 
serta Ancaman Hibrida pada tahun 2015.24
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Dari tahun 2015 hingga 2024, ada tiga dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pertahanan yang dapat dikategorisasikan sebagai pedoman pertahanan negara: 
(1) Jakumhanneg 2015–2019, (2) Jakumhanneg 2020–2024, dan (3) Doktrin Hanneg 
2023 yang merupakan penerus langsung dari Doktrin Hanneg 2015; Meskipun status 
Jakumhanneg sendiri bukan sebuah doktrin yang diatur posisinya dalam Petunjuk 
Teknis Stratifikasi Doktrin, kedua dokumen tersebut menekankan konsep-konsep 
strategi pertahanan negara yang berbeda dari satu sama lain: MEF yang muncul 
pada Jakumhanneg 2015–201925 dan berbagai strategi pertahanan darat, laut, 
udara yang meliputi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Selat-Selat Strategis, Air 
Defence Identification Zone (ADIZ) dan Air Defence Identification System (ADIS).26 
Sementara itu, Doktrin Hanneg mengandung tiga hal yang sebelumnya belum 
pernah muncul, yakni: (1) Perang perkotaan sebagai salah satu skenario perang 
modern di samping perang asimetris dan perang tak terbatas; (2) Pertahanan 
Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis sebagai bentuk baru dari strategi besar 
pertahanan negara, dan (3) Sistem Pertahanan Laut Nusantara sebagai bentuk 
pasti dari strategi pertahanan di laut mendampingi ADIZ yang termasuk sebagai 
Strategi Pertahanan Udara Negara Kepulauan (SPUNK).27

Evolusi Doktrin Pertahanan Negara

2015–2019
Kebijakan Umum

Pertahanan Negara

~1947
Pertahanan
Rakyat Total

• Perang Total
• Rakyat sebagai 
Barisan Cadangan 
Perang

• Rakyat sebagai 
Barisan 
Cadangan

• Pertahanan 
Garis Linier

• Mengganti Pertahanan 
Linier menjadi 
Pertahanan 
Kantong-Kantong 
Gerilya

• Sishankamrata
• Sikap 
Antikolonialisme dan 
Antiimperialisme

• Defensif-Aktif
• Pertahanan Rakyat 
Semesta

1947
Pertahanan

Linier

1954
Doktrin Pertahanan

Rakyat

1960
Pertahanan

Rakyat Semesta

1948
Wehrkreise

1966
Catur Dharma

Eka Karma
(Doktrin Hankamnas)

• Sishankamrata
• Perang Tidak Terbatas
• Perang Terbatas
• Ancaman Dalam dan 
Luar Negeri

• Pertahanan Berlapis
• Kontrainsurgensi 
(COIN)

• Sistem Pertahanan 
Semesta

• Minimum Essential 
Force

• Trimatra 
Nusantara/Terpadu

• Ancaman Militer dan 
Nonmiliter

• Konflik Terbatas

• Keamanan 
Preventif-Aktif

• OMP dan OMSP
• Ancaman Militer dan 
Nonmiliter

• Sistem Pertahanan 
Semesta

• Network Centric 
Warfare

• Trimatra Terpadu
• Perang Berlarut

• Sishankamrata
• Sistem 
Pertahanan 
Semesta

• Defensif-Aktif
• Trimatra Terpadu
• Minimum 
Essential Force

1991
Doktrin Pertahanan
Keamanan Negara

2008
Kebijakan Umum

Pertahanan Negara

2010–2014
Kebijakan Umum

Pertahanan Negara

2007
Doktrin Pertahanan

Negara

2014
Doktrin Pertahanan

Negara

• Perang 
Berlarut/
Perang 
Gerilya

• Pertahanan 
Pulau-Pulau 
Besar dan 
Selat-Selat 
Strategis

• Perang Tak 
Terbatas

• ADIZ
• ADIS

• Ancaman 
Hibrida

• Ancaman 
Asimetris

• Sistem 
Pertahanan 
Semesta

• Ancaman Hibrida
• Pertahanan 
Berlapis

• Defensif-Aktif
• Minimum 
Essential Force

• Trimatra Terpadu

• Perang 
Perkotaan

• Pertahanan 
Pulau Besar dan 
Gugusan Pulau 
Strategis

• SPLN
• Network Centric 
Warfare

2015
Doktrin Pertahanan

Negara

2020–2024
Kebijakan Umum

Pertahanan Negara

2023–Sekarang
 Doktrin Pertahanan

Negara

: Konsep Baru
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Doktrin TNI
Sama seperti doktrin pertahanan, doktrin TNI juga mengalami evolusi. 
Pengembangan doktrin TNI diawali oleh Doktrin Catur Dharma Eka Karma 
(Cadek) 1966. Selain Doktrin Hankamnas, Cadek juga merangkap sebagai Doktrin 
Perjuangan ABRI. Konsep penting yang muncul pada doktrin ini adalah peran 
ABRI (yang meliputi tiga matra TNI dan Polri) sebagai golongan karya.28 Doktrin 
ini kemudian diperbarui di tahun 1988 yang sudah sepenuhnya menjadi Doktrin 
Perjuangan ABRI; pada doktrin ini, muncul konsep Perang Revolusioner yang 
menjadi sebuah ancaman baru akibat pertentangan ideologi pada era Perang 
Dingin.29 Pada 1994, diterbitkan Doktrin Penampilan ABRI “Sad Daya Dwi Bakti”. 
Doktrin ini dirancang sebagai pelengkap Cadek 1988. Sad Daya Dwi Bakti 
memunculkan konsep perang/perlawanan berlarut.30 Pada tahun 2007, Doktrin 
Cadek mengalami perubahan nama menjadi Tri Dharma Eka Karma (Tridek) yang 
turut disertai dengan beberapa konsep baru seperti Sistem Pertahanan Semesta, 
Ancaman Militer dan Nonmiliter, OMP dan OMSP, serta operasi HADR.31 Semenjak 
pergantian nama tersebut, doktrin ini mengalami 2 kali pembaruan; pertama pada 
tahun 2010 yang mengangkat keterpaduan antara tiga matra TNI dan konsep 
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), yang secara terminologi berbeda 
dengan Sistem Pertahanan Semesta,32 serta yang terbaru pada tahun 2018 yang 
mengangkat konsep ancaman perang proksi, ancaman hibrida, dan NCW.33

Evolusi Doktrin TNI

: Konsep Baru

1966
Catur Dharma Eka Karma

(Doktrin Perjuangan ABRI)

• Sishankamrata
• Perang Terbatas
• Perang Tidak Terbatas/Total
• Perang Gerilya
• Pertahanan Berlapis
• ABRI sebagai Golongan Karya
• Defensif-Aktif

• Sishankamrata
• Perang Umum/Total
• Perang Terbatas
• Perang Revolusioner
• Pertahanan Keamanan 
Defensif-Aktif dan Preventif-Aktif

• Perang Gerilya
• Operasi Counter Offensive
• Integrasi Antarangkatan
• Kontrainsurgensi (COIN)

• Operasi Keamanan dalam 
Negeri

• Operasi Sosial-Politik
• Perlawanan Berlarut/
Perang Gerilya

1988
Catur Dharma

Eka Karma

1994
Sad Daya
Dwi Bakti

2007
Tri Dharma
Eka Karma

• Sistem Pertahanan Semesta
• Keterpaduan Kekuatan Trimatra
• Perang Semesta
• Perang Terbatas
• Perang Berlarut
• Pertahanan Berlapis
• Ancaman Militer dan Nonmiliter
• OMP dan OMSP
• HADR
• Kontrainsurgensi (COIN)

• Trimatra Terpadu
• Pertahanan Rakyat Semesta
• HADR
• Kontrainsurgensi (COIN)

• Perang Proksi
• Ancaman Militer, 
Nonmiliter, Hibrida

• Perang Berlarut Melalui 
Taktik Gerilya

• Network Centric Warfare
• HADR
• Kontrainsurgensi (COIN)

2010
Tri Dharma
Eka Karma

2018
Tri Dharma
Eka Karma



www.lab45.id8

Doktrin Angkatan
Di tingkat angkatan (Darat, Laut, dan Udara), masing-masing memiliki doktrin 
yang berbeda mengingat ketiga matra tersebut memiliki jenis operasi dan filosofi 
perang yang berbeda. Pada Angkatan Darat (AD), pengembangan doktrin 
berawal dari Doktrin Tri Ubaya Cakti, di mana doktrin tersebut memuat tiga 
doktrin. Doktrin ini mengangkat konsep-konsep yang selaras dengan doktrin 
pertahanan negara dan militer di waktu yang serupa, seperti pertahanan Defensif-
Aktif dan Sistem Pertahanan Rakyat Teratur yang pada dasarnya mewajibkan 
partisipasi rakyat dalam usaha pertahanan negara.34 Kemudian pada tahun 2001, 
Doktrin TNI AD berubah nama menjadi Kartika Eka Paksi dan nama ini masih 
bertahan hingga sekarang. Perubahan nama ini pun membawa konsep-konsep 
baru bagi doktrin angkatan darat, seperti Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan 
Rangkaian Pulau-Pulau Kecil, Lima Zona Pertahanan Mendalam, Pola OMP dan 
Pola OMSP, COIN, HADR, serta peperangan antariksa dan informasi.35 Pembaruan 
selanjutnya terjadi pada tahun 2007 yang masih berbentuk naskah sementara (tapi 
tetap berlaku), di mana konsep Sishanta, perang berlarut melalui perang gerilya, 
serta jenis ancaman militer dan nonmiliter muncul. Namun, yang sedikit berubah 
dari doktrin pendahulunya adalah perampingan lima zona pertahanan mendalam 
menjadi tiga zona (palagan luar-utama-dalam).36 Selanjutnya, doktrin Kartika Eka 
Paksi diperbarui pada tahun 2018, di mana doktrin ini memperkenalkan konsep-
konsep baru seperti Trimatra Terpadu, ancaman hibrida, perang proksi, dan 
NCW.37 Pembaruan terakhir sekaligus terkini dari doktrin Kartika Eka Paksi terbit 
pada tahun 2020, dengan kemunculan jenis pertempuran lintas medan (multi 
domain battle) dan sangat menekankan kepada TNI AD untuk mempersiapkan 
diri melakukan perang berlarut dalam menghadapi masuknya kekuatan asing ke 
teritorial Indonesia.38

Evolusi Doktrin Angkatan Darat

: Konsep Baru

1966
Tri Ubaya Cakti

•Perang Rakyat Semesta
•Pertahanan Rakyat Semesta
•Defensif-Aktif
•Perang Adil (Just War)
•AD sebagai Inti Kekuatan 
Matra

•Sistem Persenjataan Sosial dan 
Sistem Persenjataan Teknologi

•Peran Sosial TNI AD

•Sishankamrata
•Pertahanan Rakyat Semesta
•Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan 
Rangkaian Pulau-Pulau Kecil

•Pola Operasi Perang dan Selain Perang
•Lima Zona Pertahanan Mendalam
•Perang Gerilya
•Kontrainsurgensi (COIN)
•HADR 
•Peperangan Antariksa
•Peperangan Informasi

•Sistem Pertahanan 
Semesta

•OMP dan OMSP
•Ancaman Militer dan 
Nonmiliter

•Perang Berlarut/Gerilya
•Tiga Zona Pertahanan 
Mendalam

•K4I

2001
Kartika Eka Paksi

2007
Kartika Eka Paksi

•Trimatra Terpadu
•Ancaman Hibrida
•Perang Berlarut
•Perang Hibrida
•Perang Proksi
•Peperangan Asimetris
•Peperangan Siber
•Network Centric Warfare
•K4IPP

•Sishankamrata
•Sishanta
•Pertahanan Pulau Besar yang 
Mampu Menjangkau Pulau Kecil

•Pertempuran Lintas Medan
(Multi Domain Battle)

•Perwujudan K4SIPP

2018
Kartika Eka Paksi

2020
Kartika Eka Paksi
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Pada ranah Angkatan Laut (AL), perkembangan doktrin diawali dari Doktrin 
Perjuangan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Eka Sasana Jaya tahun 
1965 dengan membawa nuansa antikolonialisme dan antiimperialisme yang 
sangat kental, dicerminkan melalui prinsip pertahanan ofensif-revolusioner, yang 
juga sangat berbeda dari prinsip Defensif-Aktif pada Doktrin TNI AD.39 Sayangnya 
doktrin ini  tidak memuat jenis ancaman perang dan strategi-strategi khusus 
dalam pertempuran laut, dikarenakan doktrin ini hanya terdiri dari Doktrin Bahari 
dan Doktrin Pembinaan Kekaryaan ALRI. Kedua hal tersebut kemudian dimuat 
dalam doktrin Eka Sasana Jaya tahun 2001 yang memuat konsep-konsep baru, 
seperti  pergantian ofensif-revolusioner menjadi defensif-aktif, pertahanan berlapis, 
perang umum/tak terbatas, perang terbatas, perang wilayah, perang informasi, 
peperangan informasi, OMP dan OMSP, serta operasi HADR.40 Pada tahun 2018, 
Doktrin TNI AL mengalami pergantian nama menjadi Jalasveva Jayamahe. 
Perubahan nama ini pun diikuti oleh berbagai konsep baru seperti Sistem 
Pertahanan Semesta, Trimatra Terpadu, Strategi Pertahanan Laut Nusantara 
(SPLN),41 ancaman asimetris, pertempuran lintas medan, dan NCW.42

Evolusi Doktrin Angkatan Laut

: Konsep Baru

1965
Eka Sasana Jaya

•Perang Rakyat 
Semesta

•Pertahanan 
Ofensif-Revolusioner

•Antikolonial dan 
Antiimperialisme

•Sistem Senjata Fisik 
dan 
Politik-Ekonomi-Sosial

•Pertahanan Defensif-Aktif
•Pertahanan Mendalam
•OMP dan OMSP
•Perang Umum
•Perang Terbatas
•Perang Wilayah
•Peperangan Informasi
•Peperangan Elektronika
•Garis Perhubungan Laut
•HADR

•Sistem Pertahanan 
Semesta

•Trimatra Terpadu
•SPLN
•Ancaman Asimetris
•Perang Berlarut
•Network Centric Warfare
•Pertempuran Lintas Medan 
(Multi Domain Battle)

•HADR

2001
Eka Sasana Jaya

2018
Jalasveva Jayamahe

Terakhir, perkembangan doktrin Angkatan Udara (AU) diawali oleh Doktrin 
Swa Bhuwana Paksa 1965. Dirasa sudah tertinggal zaman, doktrin ini kemudian 
kembali diperbarui pada tahun 2000 dengan mengangkat konsep-konsep 
terbaru di ranahnya seperti operasi militer dan nonmiliter, perang elektronika, 
pertahanan berlapis, dan operasi HADR.43 Kemudian pada tahun 2012 doktrin ini 
kembali diperbarui dengan mengadaptasikan Sistem Pertahanan Semesta di 
dalamnya, OMP dan OMSP, serta berbagai ancaman/bentuk perang seperti perang 
simetris, asimetris, dan proksi.44 Terakhir, pembaruan tahun 2019 dapat dikatakan 
menyesuaikan doktrin pertahanan negara, militer, serta angkatan lainnya pada 
periode yang sama, yakni menambah jenis ancaman baru seperti ancaman hibrida 
dan adaptasi ADIZ yang merupakan bagian dari SPUNK berdasarkan Doktrin 
Hanneg 2023.45
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Evolusi Doktrin Angkatan Udara

: Konsep Baru

Catatan: Tim penulis tidak dapat mengakses dokumen Swa Bhuwana Paksa 1965.

1965
Swa Bhuwana Paksa

•Operasi Militer dan 
Nonmiliter

•Perang Elektronika
•Pertahanan Berlapis
•HADR
•K3I

•Sistem Pertahanan 
Semesta

•OMP dan OMSP
•Ancaman Militer dan 
Nonmiliter

•Perang Simetris
•Perang Asimetris
•Perang Proksi
•Pertahanan Berlapis
•Kontrainsurgensi 
(COIN)

•HADR

•Ancaman Militer, 
Nonmliter, dan 
Hibrida

•ADIZ
•SPUNK

2000
Swa Bhuwana Paksa

2012
Swa Bhuwana Paksa

2019
Swa Bhuwana Paksa

Menutup bagian ini, telaah historis doktrin pertahanan Indonesia menunjukkan 
pola dualisme yang konsisten, yakni adaptasi terhadap dinamika kontemporer 
dengan mempertahankan prinsip fundamental pertahanan semesta. Pola ini 
berjalan secara reaktif. Beragam konsep modern, mulai NCW dan pertempuran 
lintas medan, hingga peran pertahanan nontradisional, seperti HADR, diadopsi 
secara bertahap ke dalam kerangka doktrin nasional.

Hierarki Doktrin Terkini
Secara umum, Doktrin Hanneg, Doktrin TNI, dan doktrin angkatan (AD, AL, AU) 
mencerminkan kedalaman, cakupan, dan fungsi yang berbeda. Doktrin Hanneg 
bersifat strategis karena menetapkan orientasi dan kebijakan pertahanan 
negara melalui identifikasi ancaman dan prinsip utama yang digunakan seperti 
defensif-aktif. Sementara itu, Doktrin TNI berperan sebagai pedoman operasional 
bagi ketiga matra, yang menekankan keterpaduan dan interoperabilitas dalam 
menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter. Selanjutnya, doktrin angkatan 
(AD, AL, AU) mengembangkan pendekatan lebih teknis dan spesifik, seperti 
konsep pertahanan berbasis teritorial oleh AD, strategi pertahanan laut nusantara 
oleh AL, serta superioritas udara oleh AU. Meski beroperasi dalam kerangka besar 
OMP, OMSP, dan HADR yang serupa, ketiga doktrin angkatan memiliki otonomi 
relatif dalam pengembangan substansi, sesuai dengan peran dan karakteristik 
masing-masing matra. Efektivitas pertahanan nasional bergantung pada ketiga 
level doktrin tersebut. Doktrin Hanneg menjadi fondasi arah strategis, tetapi 
efektivitasnya bergantung pada kemampuan Doktrin TNI dan doktrin angkatan 
untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam operasi dan taktis yang nyata. 
Perbedaan substansi pada tiap level memungkinkan optimalisasi kekuatan, tetapi 
juga berisiko terfragmentasi. Dengan demikian, menjadi penting untuk menelaah 
keterpaduan ketiga level doktrin tersebut.

Sejak tahun 2023, melalui Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 12/2023, 
Kementerian Pertahanan secara resmi mengadopsi Doktrin Hanneg sebagai 
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landasan konseptual dalam mengupayakan mempertahankan negara dari 
berbagai ancaman, mencakup militer, nonmiliter, dan hibrida. Doktrin Hanneg 
berada di level strategis/tertinggi dalam hierarki doktrin pertahanan negara. 
Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma”/Tridek, Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”, 
Doktrin TNI AL “Jalasveva Jayamahe”, Doktrin TNI AU “Swa Bhuwana Paksa”, 
serta Pedoman Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter berada tepat satu strata 
di bawahnya (operasional). Sementara itu, Doktrin OMP, Doktrin OMSP, serta 
Kebijakan Pertahanan Nirmiliter dari kementerian/lembaga (K/L) dan instansi 
berada di level taktis.46

Hierarki Doktrin Hanneg-TNI-Angkatan47

Doktrin Pertahanan
Negara

Doktrin TNI
“Tri Dharma Eka

Karma”
Doktrin Angkatan

Doktrin TNI AD
“Kartika Eka Paksi”

Doktrin TNI AL
“Jalasveva Jayamahe”

Doktrin TNI AU
“Swa Bhuwana Paksa”

Doktrin Operasional Doktrin Operasional Doktrin Operasional

Doktrin TaktisDoktrin Operasi
Militer Perang (OMP)

Doktrin Operasi
Militer Selain Perang

(OMP)
Doktrin Taktis Doktrin Taktis

Kebijakan Pertahanan
Nirmiliter masing-masing

K/L dan Pemerintah Daerah
dalam Menghadapi

Ancaman Nonmiliter

Pedomanan
Penyelenggaraan

Pertahanan Nirmiliter

STRATEGIS

OPERASIONAL

TAKTIS

Meski Doktrin Hanneg telah memetakan hierarki doktrin sebagaimana ditunjukkan 
pada grafik di atas, pada praktiknya Doktrin TNI dan doktrin angkatan  juga memiliki 
hierarkinya tersendiri. Pertama, Doktrin TNI menempatkan Tridek beserta doktrin 
angkatan berada di level strategis, diikuti Doktrin Operasi yang mencakup Doktrin 
OMP dan OMSP, serta Doktrin Fungsi yang berada di level operasional.48 Kedua, 
Doktrin TNI AD menempatkan Kartika Eka Paksi pada level strategis diikuti oleh 
beberapa doktrin operasional yang mencakup Doktrin Operasi Militer, Doktrin 
Intelijen, Doktrin Operasi, Doktrin Latihan, Doktrin Personel, Doktrin Logistik, 
Doktrin Teritorial, Doktrin Perencanaan, serta Doktrin Pengawasan Internal.49 
Ketiga, Doktrin TNI AL menempatkan Jalasveva Jayamahe berada pada level 
strategis, yang kemudian diikuti oleh Buku Petunjuk Dasar, Buku Petunjuk Induk, 
Buku Petunjuk Pembinaan, dan Buku Petunjuk Operasi di level operasional dan 
taktis.50 Terakhir, Doktrin TNI AU juga menempatkan Swa Bhuwana Paksa pada 
tataran strategis yang diikuti oleh beberapa doktrin di strata operasional yang 
mencakup Operasi Udara, termasuk Doktrin Operasi Udara Untuk Perang, Doktrin 
Operasi Udara Selain Perang, serta Doktrin Fungsi yang meliputi Fungsi Umum 
dan Fungsi Khusus.51 Perbedaan hierarki antara Doktrin Pertahanan dan doktrin 
lain di tingkat TNI dan angkatan menunjukkan inkonsistensi. Baik Doktrin TNI 
maupun doktrin angkatan dapat berada pada level strategis (berdasarkan hierarki 
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masing-masing doktrin) atau operasional (berdasarkan hierarki Doktrin Hanneg), 
serta  doktrin turunan dari Doktrin TNI dan angkatan yang dapat berada pada 
strata operasional atau taktis berdasarkan sudut pandang masing-masing doktrin 
atau Doktrin Hanneg. Hal ini menandakan diperlukannya sebuah penjelasan yang 
lebih rinci terkait definisi doktrin strategis dan operasional.

Sebagai doktrin strategis tertinggi di level nasional, Doktrin Hanneg memuat 
banyak aspek penting yang tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan 
strategi pertahanan, tetapi juga bagi pembangunan postur pertahanan negara. 
Berdasarkan Peraturan Menteri yang memuat doktrin tersebut, Doktrin 
Hanneg berisi prinsip-prinsip fundamental yang harus menjadi pedoman bagi 
penyelenggaraan pertahanan negara. Prinsip yang menjadi landasan pertahanan 
Indonesia mencakup Sishankamrata dan prinsip Defensif-Aktif.52 Sishankamrata 
memiliki arti bahwa dalam usaha mewujudkan pertahanan negara, seluruh warga 
negara perlu ikut serta, serta negara dapat memanfaatkan seluruh sumber daya 
nasional dan seluruh wilayah negara (Perang Semesta/Perang Total).53 Sementara 
itu, prinsip Defensif-Aktif merujuk pada posisi Indonesia yang tidak akan bersikap 
agresif selama kepentingan nasional terjaga.54

Doktrin Hanneg mengejawantahkan Sishankamrata dan prinsip Defensif-Aktif 
pada tiga tingkatan. Pada tingkat strategis, dua prinsip ini diejawantahkan 
melalui strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis. Di 
tataran operasional diwujudkan melalui pembangunan kemampuan peperangan 
asimetris di darat-laut-udara. Sementara itu, tataran taktis pertahanan negara 
diwujudkan melalui kemampuan melaksanakan peperangan perkotaan. 
Strategi pertahanan pulau besar dan gugusan strategis sendiri dilakukan 
melalui pola pertahanan berlapis, yakni SPUNK yang mengadopsi konsep ADIZ 
untuk mengidentifikasi dini pesawat asing yang akan memasuki ruang udara 
Indonesia dan sebagai pengaman ALKI, serta SPLN yang terbagi dalam strategi 
penghancuran musuh di tiga wilayah mandala (luar, utama, dalam).55 Strategi-
strategi ini dijalankan dengan militer/TNI sebagai komponen utama. Selain itu, 
Doktrin Hanneg juga menekankan perlu adanya keterpaduan antara tiga matra 
TNI (AD, AL, AU) ketika melakukan pertahanan negara dalam kerangka Strategi 
Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Strategis.56

Doktrin Hanneg juga turut mengatur hal yang perlu dilakukan negara dalam 
menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. TNI sebagai komponen 
utama dapat melakukan OMP dan/atau OMSP untuk menghancurkan musuh di 
wilayahnya.57 Doktrin Hanneg juga turut menekankan bahwa negara perlu bersiap 
dalam menghadapi ancaman yang disebabkan oleh perkembangan teknologi 
seperti kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), otomatisasi sistem, dan 
robot yang dinilai akan mengubah lanskap perang modern yang mengandalkan 
keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (NCW).58 

Sejalan dengan Doktrin Hanneg, Tridek yang dirilis tahun 2018 melalui Keputusan 
Panglima TNI No. Kep/555/VI/2018 membahas secara detail terkait strategi yang 
dapat diadopsi TNI dalam OMP dan OMSP. Pertahanan Semesta dan prinsip 
Defensif-Aktif konsisten menjadi landasan penyelenggaraan pertahanan.59 
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Kemudian, ditekankan bagaimana TNI perlu bersiap menghadapi beragam 
jenis perang di masa depan seperti perang asimetris,60 NCW,61 hingga perang 
berlarut.62 Sementara itu, OMSP dapat dilakukan TNI dalam menghadapi ancaman 
bersenjata dan nonmiliter melalui berbagai jenis operasi, seperti mengatasi 
gerakan separatisme.63 Penting untuk ditekankan kebutuhan adanya keterpaduan 
trimatra TNI dalam melakukan berbagai jenis operasi tersebut.64 

Sebagai doktrin turunannya, doktrin di level angkatan mengadopsi prinsip dasar 
yang tercakup dalam Doktrin Hanneg dan Doktrin Tridek, terutama mengenai 
keterpaduan tiga matra (Trimatra Terpadu) dalam penyelenggaraan pertahanan 
negara. Namun, doktrin-doktrin angkatan ini memberikan penjabaran konsep-
konsep yang berlaku dalam lingkup spesifik matra.

Doktrin “Kartika Eka Paksi” terbaru yang dirilis melalui Keputusan Panglima TNI 
tahun 2020 menyebutkan bahwa TNI AD bergerak dalam kerangka pertahanan 
Sishankamrata65 dan Sistem Pertahanan Semesta,66 yang dijalankan melalui 
prinsip Defensif-Aktif67 dan keterpaduan antar angkatan TNI lainnya. Namun, yang 
paling esensial dari doktrin ini adalah bagaimana penekanannya pada peran TNI 
AD sebagai decisive force pada pertahanan negara.68 

Doktrin “Jalasveva Jayamahe” terbaru yang dirilis berdasarkan Keputusan Kepala 
Staf Angkatan Laut (KSAL) No. KEP/1111/V/2018 menjadi pembaruan dari Doktrin 
Eka Sasana Jaya.69 Jalasveva Jayamahe memuat beberapa konsep pertahanan 
dan strategi baru, seperti konsep Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) 
yang terdiri dari Strategi Penangkalan (Deterrence), Strategi Pertahanan Berlapis 
dan Strategi Pengendalian Laut,70 serta NCW dalam rangka menyesuaikan 
perkembangan teknologi kemiliteran di bidang informasi.71

Doktrin “Swa Bhuwana Paksa” yang dirilis melalui Keputusan Panglima TNI tahun 
2019 memuat banyak aspek terutama pada bentuk ancaman yang meliputi 
perang proksi, perang simetris, perang asimetris, dan juga menjelaskan segala 
bentuk operasi udara yang dapat dijalankan TNI AU dalam upayanya untuk 
mempertahankan kawasan udara (ADIZ) sebagai realisasi dari Sistem Pertahanan 
Semesta, baik itu melalui OMP seperti Operasi Udara Serang Strategis (OUSS) 
hingga OMSP seperti Operasi Evakuasi Medis Udara.72 

Dari seluruh doktrin pertahanan utama yang berlaku (Hanneg, Tridek, dan 
angkatan) secara substansi prinsip pertahanan yang diadopsi relatif selaras, 
yakni Pertahanan Semesta dan Defensif-Aktif. Namun, hasil penelusuran doktrin 
yang berlaku menemukan inkonsistensi, khususnya pada penggunaan konsep 
dan adopsi strategi dalam mewujudkan dua prinsip dasar pertahanan. Terdapat 
konsep-konsep utama yang muncul dalam satu doktrin tetapi tidak masuk dalam 
doktrin lainnya. Kemudian ada juga penggunaan istilah yang berbeda antardoktrin. 
Temuan ini akan dibahas dalam tiga kelompok, yakni Prinsip Induk, Strategi Perang, 
dan Strategi Nonkonvensional.
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Checklist Prinsip Induk Doktrin Hanneg-TNI-Angkatan Terkini

Konsep SBP 
 (2019)

JJ 
 (2018)

KEP 
 (2020)

Tridek 
 (2018)

Hanneg 
 (2023)

Sistem Pertahanan dan 
Keamanan Rakyat    

Sistem Pertahanan Semesta  

Sistem Pertahanan Trimatra 
Terpadu

Defensif-Aktif   

Pada Prinsip Induk, terlihat adanya sebuah kesamaan di mana kelima doktrin 
mengadopsi Sistem Pertahanan Trimatra Terpadu. Konsep ini sangat ditekankan 
pada Doktrin Hanneg. Selanjutnya, dapat terlihat bahwa tidak semua doktrin 
mencantumkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat. Meskipun hal ini dapat 
mengindikasikan ketiga doktrin tersebut tidak mengilhami Sishankamrata yang 
sudah menjadi bagian dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketiga doktrin tersebut 
masih mengilhami Sistem Pertahanan Semesta yang hampir serupa dengan 
Sishankamrata sebagai kerangka pertahanan negara untuk masing-masing 
doktrin. Sementara itu, dari kelima doktrin yang berlaku sekarang, hanya Doktrin 
TNI AU dan TNI AL yang tidak menuliskan secara spesifik prinsip Defensif-Aktif. Hal 
ini tentu tidak selaras dengan doktrin di atasnya, yakni Tridek, yang mencantumkan 
secara eksplisit penyelenggaraan pertahanan negara secara defensif aktif.73

Checklist Strategi Perang Doktrin Hanneg-TNI-Angkatan Terkini

Strategi Perang SBP 
 (2019)

JJ 
 (2018)

KEP 
 (2020)

Tridek 
 (2018)

Hanneg 
 (2023)

Pertahanan Pulau-Pulau Besar     

Pertahanan Pulau-Pulau Besar 
dan Gugusan Strategis     

Pertahanan Berlapis (Defence In 
Depth)

Pertahanan Selat-Selat Strategis     

Strategi Pertahanan Laut 
Nusantara (SPLN)    

Strategi Pertahanan Udara 
Negara Kepulauan (SPUNK)     

Zona Identifikasi Pertahanan 
Udara (ADIZ)    
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Sementara itu, pada konsep Strategi Perang, Doktrin Hanneg 2023 
memperkenalkan beberapa terminologi strategi pertahanan baru seperti 
Pertahanan Pulau Besar dan Gugusan Strategis serta SPUNK, yang belum 
diadopsi oleh doktrin Tridek dan Angkatan.74 Berkaitan dengan Pertahanan 
Pulau Besar dan Gugusan Strategis, konsep strategi ini sendiri dapat dikatakan 
sebagai perkembangan dari konsep Pertahanan Pulau-Pulau Besar yang sudah 
menjadi bagian dari Doktrin TNI AD.75 Pertahanan Selat-Selat Strategis serta 
SPLN turut hadir dalam Doktrin TNI AL. Meskipun kedua konsep tersebut tidak 
disebutkan secara jelas pada Doktrin TNI AL, tapi dapat dilihat dalam doktrin 
tersebut bahwa menjaga keamanan selat-selat nusantara serta pemakaian 
strategi penangkalan-pertahanan berlapis-pengendalian laut wajib dilakukan 
oleh TNI AL. Lalu terkait dengan SPUNK, sebelumnya disebutkan bahwa ADIZ 
dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari SPUNK. Meskipun terminologi 
SPUNK sendiri tidak terlihat dalam dokumen doktrin Swa Bhuwana Paksa, TNI 
AU masih mengadopsi konsep ADIZ dalam sistem pertahanan udara mereka.76 
Dengan adanya perbedaan strategi dari masing-masing doktrin, terutama 
strategi antarangkatan yang berbeda, baik Doktrin Hanneg, Doktrin Militer, dan 
doktrin angkatan tetap mengadopsi strategi umum pertahanan yang serupa, 
yakni Pertahanan Berlapis (defence in depth).

Checklist Strategi Nonkonvensional Doktrin Hanneg-TNI-Angkatan Terkini

Strategi
Nonkonvensional

SBP 
 (2019)

JJ 
 (2018)

KEP 
 (2020)

Tridek 
 (2018)

Hanneg 
 (2023)

 Perang Simetris     

Perang Asimetris

Ancaman Hibrida

Perang Perkotaan     

Perang Berlarut  

Perang Tak Terbatas     

Perang Keunggulan Teknologi Per-
senjataan (NCW)  
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Sementara pada Strategi Nonkonvensional, Doktrin Hanneg 2023 mencantumkan 
strategi untuk berbagai jenis perang: Perang Asimetris, Perang Perkotaan, Perang 
Berlarut, dan Perang Tak Terbatas.77 Dari perang-perang tersebut, hanya Doktrin 
Hanneg 2023 yang mencantumkan strategi Perang Perkotaan dan Perang Tak 
Terbatas. Untuk konsep Perang Asimetris, baik dalam Doktrin Tridek 201878 maupun 
Doktrin AD,79 AL,80 dan AU81 sudah tercantum. Situasi yang serupa juga dapat dilihat 
terkait strategi untuk Perang Berlarut yang hadir dalam seluruh doktrin, terkecuali 
Doktrin TNI AU. Perbedaan dari masing-masing doktrin juga dapat terlihat pada 
konsep Ancaman Hibrida yang merupakan kombinasi antara ancaman militer dan 
nonmiliter. Dari keseluruhan doktrin Hanneg, TNI, serta angkatan terkini, hanya 
Doktrin TNI AL yang belum mencantumkan ancaman hibrida sebagai salah satu 
jenis ancaman yang akan dihadapi lingkungan matranya. Hal ini tentu berbanding 
terbalik dengan matra darat dan udara yang mengakui adanya ancaman hibrida 
yang akan dihadapi oleh matra darat dan udara.

Penelaahan terhadap hierarki dan substansi doktrin yang berlaku mengonfirmasi 
inkonsistensi, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, terdapat 
diskrepansi antara Permenhan No. 12/2023 yang menempatkan Doktrin Hanneg 
sebagai satu-satunya doktrin strategis, dengan TNI dan angkatan yang memandang 
doktrin induk mereka—Tridek, Kartika Eka Paksi, Jalasveva Jayamahe, dan Swa 
Bhuwana Paksa—sebagai doktrin pada level strategis. Secara horizontal, ditemukan 
ketidakselarasan adopsi konsep-konsep utama, khususnya pada doktrin angkatan. 
Contoh ketidakselarasan yang ditemukan adalah adopsi prinsip Defensif-Aktif, 
perang berlarut, hingga ancaman hibrida. Sinkronisasi dan harmonisasi doktrin 
dari tingkat pusat hingga angkatan menjadi sebuah tantangan yang harus diatasi 
guna memastikan keterpaduan pertahanan negara. Ketidakselarasan tersebut 
berpotensi mengaburkan arah pembangunan pertahanan, utamanya pada proses 
modernisasi karena akan memunculkan rencana dan prioritas pengadaan senjata 
yang berbeda. Oleh karena itu, sinkronisasi vertikal maupun horizontal antardoktrin 
menjadi krusial, sekaligus menuntut penguatan posisi hukum Doktrin Hanneg 
agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan berfungsi sebagai 
acuan normatif yang mengikat bagi seluruh level doktrin dalam sistem pertahanan 
negara.

Pengalaman Operasi
Pengalaman operasi menjadi salah satu faktor mendasar yang membentuk 
karakter doktrin pertahanan suatu negara. Bagian ini akan mencoba memetakan 
pengalaman operasi yang digelar oleh TNI. Penelusuran historis fokus pada 
operasi dengan gelar instrumen kekerasan, seperti pertempuran konvensional, 
kontragerilya, kontraterorisme, hingga penjagaan keamanan dari periode awal 
kemerdekaan hingga saat ini. Analisis akan dimulai dengan membangun basis data 
memanfaatkan berbagai sumber, baik literatur resmi yang diterbitkan TNI maupun 
sumber terbuka. Basis data tersebut kemudian dianalisis untuk memetakan evolusi 
karakter ancaman, strategi, hingga gelar kekuatan dari berbagai operasi TNI. 
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Pengalaman Operasi TNI 1945–202582

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025

Perang Kemerdekaan

Mempertahankan
Kemerdekaan

Demokrasi
Parlementer

Demokrasi
Terpimpin

Orde Baru Reformasi

Perang Gerilya Semesta

1947–1949
Konfrontasi
Indonesia-Malaysia

1963–1966

Penumpasan Pemberontakan (Eks
KNIL, DI/TII, PRRI/Permesta, RMS)

1947–1959

Pembebasan Irian Barat
1962–1963

Penumpasan PKI
1965–1966

▪ Penyusupan untuk Sabotase
▪ Operasi Intelijen

▪ Operasi Intelijen
▪ Penggalangan Teritorial
▪ Pagar Betis dan “Penggilasan”

▪ Operasi Gabungan
▪ Operasi Pendadakan
▪ Taktik Kontrgerilya

Komando Mandala
▪ Infiltrasi dengan Taktik Gerilya

Operasi Kontrateror TNI-Polri
▪ Operasi Intelijen
▪ Tempur (Kontragerilya)
▪ Pemulihan Kamtib

Kontrateror Warman
1977–1990

Seroja
1975–1976

Invasi Gabungan

Taktik Kontragerilya

Kontra Fretilin

Taktik Kontragerilya

1976–1999

Kontra GAM
1977–2006

Taktik Kontragerilya

Penumpasan OPM - KKB Papua
1967–Sekarang

Penjagaan Keamanan

Kerusuhan Daerah
1997–2002

Operasi Sandi Yudha

Pembebasan Sandera Abu Sayyaf
2011

Operasi Sandi Yudha

Pembebasan Sandera MV Sinar Kudus
2011

Kontra MIT
2015–2020

▪ Operasi Kontra Teror
▪ Operasi Intelijen
▪ Penggalangan Teritorial
▪ Pemulihan Kamtib

Ancaman Eksternal

Ancaman Internal

Penelusuran historis berhasil menemukan setidaknya 490 kode operasi digelar 
TNI dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Seluruh kode operasi ini kemudian 
dikelompokkan ke dalam beberapa kategori pertempuran utama. Penelusuran 
menemukan adanya pergeseran karakteristik ancaman yang dihadapi TNI. 
Periode Kemerdekaan didominasi oleh upaya mempertahankan kemerdekaan 
dari ancaman eksternal. Era Demokrasi Parlementer fokus beralih ke konsolidasi 
internal melalui penumpasan berbagai pemberontakan. Masa Demokrasi 
Terpimpin banyak menggelar operasi yang didorong dilema keamanan eksternal. 
Era Orde Baru ditandai dengan operasi skala besar untuk integrasi wilayah 
dan penanganan separatisme. Periode Reformasi TNI menghadapi tantangan 
separatisme yang konsisten serta kemunculan gerakan terorisme domestik dan 
transnasional. Meski karakter ancaman mengalami evolusi, data menunjukkan 
bahwa mayoritas operasi TNI ditujukan untuk menghadapi ancaman berkarakter 
internal. Pengalaman TNI dalam menggelar operasi untuk menghadapi ancaman 
eksternal relatif minimal. Hal ini tentu berdampak pada karakter TNI yang 
cenderung berorientasi ke dalam (inward-looking).

Karakter Ancaman Operasi TNI 1945–202583

Eksternal
26%

Internal
74%
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Pada aspek strategi dan gelar kekuatan terjadi perbedaan pola evolusi. Strategi 
operasi mengalami pola perubahan signifikan. Pada era Perang Kemerdekaan 
dan Demokrasi Parlementer, strategi operasi TNI sangat dominan ofensif. Periode 
berikutnya mulai mengalami pergeseran. Bahkan, di era Orde Baru sampai 
sekarang strategi operasi sangat dominan berkarakter defensif. Pengalaman ini 
merefleksikan doktrin militer Indonesia yang mengadopsi prinsip Defensif-Aktif.

Di sisi lain, gelar kekuatan cenderung konsisten dari periode awal kemerdekaan 
hingga sekarang. Gelar operasi TNI sangat dominan berorientasi darat yang 
kemudian diikuti operasi gabungan. TNI banyak menjalankan taktik kontra-gerilya 
dalam menghadapi berbagai ancaman internal. Pengalaman ini tercermin pada 
doktrin pertahanan Indonesia yang cenderung merefleksikan dominasi perspektif 
matra darat. Sihankamrata yang pada ujungnya mengandalkan kemampuan 
perang gerilya dan menjalankan perang berlarut menunjukkan bahwa Indonesia 
masih menjadikan gelar kekuatan darat sebagai pilar utama doktrin.

Evolusi Strategi dan Gelar Kekuatan Operasi TNI84
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52%
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Pengalaman operasi TNI yang didominasi operasi internal dengan memanfaatkan gelar 
kekuatan darat menciptakan jejak institusional yang sulit diubah. Pada akhirnya 
ketergantungan pada jejak historis tersebut menghasilkan postur pertahanan yang 
cenderung inward-looking. Pergeseran postur organisasional TNI ke arah OMSP 
untuk kebutuhan internal menjadi bukti nyata dinamika ini. Kondisi ini berisiko 
melanggengkan postur kekuatan yang tidak responsif untuk menjawab tantangan 
geopolitik terkini, terutama mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara 
maritim yang terletak tepat di tengah ketegangan antarnegara adidaya.

Evolusi Pertahanan Global
Memahami evolusi doktrin pertahanan suatu negara tidak dapat dilepaskan 
dari konteks dinamika pertahanan global yang lebih luas. Perubahan karakter 
peperangan, kemajuan teknologi, dan dinamika geopolitik global menjadi 
ukuran untuk menilai relevansi doktrin pertahanan nasional. Bagian ini akan 
memetakan pola-pola utama perubahan karakter perang global sejak Perang 
Dunia (PD) I hingga saat ini. Analisis akan dilanjutkan dengan menelaah karakter 
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doktrin pertahanan terkini negara-negara utama di dunia untuk mengidentifikasi 
tren respons strategis terhadap ancaman/tantangan modern. Terakhir, dengan 
menggunakan temuan-temuan global tersebut sebagai dasar perbandingan, 
tulisan ini akan menganalisis secara kritis kesenjangan yang ada antara doktrin 
pertahanan Indonesia dengan tren pertahanan global.

Dinamika Pertahanan Global
Dalam lintasan sejarah, telah muncul berbagai dinamika geopolitik—seperti 
munculnya kekuatan baru, perubahan aliansi, serta krisis global—yang menjadi 
pendorong sekaligus menjadi saksi perubahan karakter peperangan. Perubahan 
karakter peperangan ini kemudian menghadirkan beberapa generasi perang 
berbeda.  Lindt et al. membagi perang dalam lintasan sejarah dunia ke dalam empat 
generasi. Generasi pertama dicirikan sebagai peperangan yang menggunakan 
taktik baris dan kolom. Perang generasi kedua mengedepankan daya hancur 
untuk tujuan atrisi sebagaimana PD I. Perang generasi ketiga mengedepankan 
aspek kecepatan atau manuver dan serangan kejut seperti yang terjadi di PD II. 
Perang generasi keempat adalah perang yang akan banyak melibatkan aktor 
nonnegara seperti kelompok teror dan pemberontak.

Lindt et al. memiliki pandangan bahwa negara sudah tidak lagi menjadi aktor yang 
memonopoli perang.85 Hammes menyatakan bahwa perang generasi keempat 
akan menggunakan seluruh elemen yang ada baik itu politik, ekonomi, sosial dan 
militer dengan tujuan yang tidak hanya mengejar kemenangan dalam pertempuran 
militer, melainkan juga political will musuh.86 Dalam perkembangannya, Kohalyk 
dan Mcintosh memunculkan perang generasi kelima yang memanfaatkan media 
jejaring atau Netwar yang sekaligus memindahkan instrumen kekerasan menjadi 
disinformasi dan identitas.87 

Secara khusus, telah dipetakan 13 momentum geopolitik dan perang global yang 
dinilai signifikan menunjukkan perubahan dinamika peperangan baik dalam 
doktrin, organisasi, hingga penggunaan teknologi persenjataan baru. Keseluruhan 
momentum ini ditarik sejak era PD I (1914–1919) yang dikenal mengedepankan 
aspek daya hancur untuk tujuan atrisi, hingga Invasi Rusia ke Ukraina yang 
dimulai 24 Februari 2022. Pemetaan ini menemukan lima pola perubahan utama 
karakter perang yaitu: (1) Peperangan tidak lagi berkarakter Perang Total; (2) Makin 
dominannya peran teknologi; (3) Operasi militer terpadu lintas matra makin sering 
dan penting; (4) Instrumen nonkonvensional makin sering dimanfaatkan; serta 
(5) Militer makin sering dilibatkan dalam OMSP atau yang juga dikenal sebagai 
military operations other than war (MOOTW).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika merujuk pada pembagian 
generasi perang, maka PD I dan PD II termasuk dalam dua generasi yang 
berbeda. Namun, meski masuk pada dua generasi perang yang berbeda, 
terdapat kesamaan pada kedua perang tersebut, yakni pelaksanaan Perang 
Total.88 Akan tetapi, Perang Total yang dikarakterkan sebagai peperangan yang 
memiliki cakupan luas dan tujuan ambisius serta pengalokasian sumber daya 
secara masif (50% dari pendapatan negara) sudah tidak lagi relevan dengan 
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perang yang terjadi saat ini.89 Hal ini terlihat bahwa sejak terjadinya Perang Korea 
hingga Aneksasi Krimea (2014) dan Invasi Ukraina oleh Rusia (2022), peperangan 
yang terjadi adalah perang terbatas atau limited war. Negara yang berperang 
cenderung sudah menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

Gambar Pemetaan Dinamika Politik dan Perang Global

1914–1919
Perang Dunia I

• Perang Total
• Perang Parit
• Atrisi

• Perang Terbatas
• Gelar Jet Tempur
• Close Air Support

• Perang Kilat (Blitzkrieg)
• Gelar Nuklir – 
Penggentaran

• Perang Manuver
• Pengeboman Strategis

• MAD & Nuclear 
Triad

• Rudal ICBM
• OMSP Sistematis

• Satelit 
Pengintaian 
(CORONA)

• Flexible 
Response

1939–1945
Perang Dunia II

1950–1953
Perang Korea

1961–1962
Invasi Teluk Babi dan

Krisis Rudal Kuba
1947–1991

Perang Dingin

1955–1975
Perang Vietnam

• Perang Asimetris
• Kontrainsurgensi 
(COIN)

• Mobilitas Strategis 
(Udara & Laut)

• PGM dan LGB

• Revolusi Krida Yudha 
(RMA)

• NCW: GPS dan 
Satelit

• Perang Gabungan 
(Airland)

• Pendirian TRADOC
• PGM & Pesawat 
Antiradar

• Sistem 
Pertahanan 
Udara

• Rudal Antitank
• Penguatan 
Kapasitas 
Intelijen

• Kapal Selam 
Nuklir

• Peperangan 
Antikapal Selam

• Rudal Antikapal 
(Sea Skimming)

• Penguatan 
Mobilisasi Logistik

• Responsibility to 
Protect

• NCW
• Peperangan 
Informasi

• Pesawat Pembom 
Antiradar

• PGM

1973
Perang Yom Kippur

1990–1991
Perang Teluk

1999
Perang Kosovo

1982
Perang

Falkland/Malvinas

2001–2020 
Perang

Melawan Teror
Perang Afghanistan

• Kontrainsurgensi
• Gelar Pesawat 
Nirawak ISR

• Gelar Pesawat 
Nirawak Ofensif

• Peperangan 
Siber

• Kontrainsurgensi
• Shock and Awe
• Gelar Pesawat 
Nirawak ISR

• Peperangan Hibrida
• Peperangan Siber: 
Serangan DDOS

• Konflik Gray-Zone
• Pendirian US Cyber 
Command

2003–2011
Perang Irak

2020-Sekarang
Perang

Nagorno-Karabakh
Perang Rusia-Ukraina

2006-Sekarang
Kompetisi Strategis
AS-Rusia-Tiongkok

Invasi Georgia
Insiden Laut Kuning

Aneksasi Krimea

Perubahan karakter perang global kedua yang terekam adalah makin 
dominannya  peran teknologi dalam peperangan. Kehadiran teknologi 
persenjataan mutakhir memang telah dipercaya akan mengubah karakter perang 
oleh pemikiran Revolusi Krida Yudha.90 Pergeseran strategi perang dari atrisi pada 
PD I ke manuver pada PD II tidak terlepas dari kehadiran teknologi persenjataan 
mutakhir. Peran teknologi yang makin dominan dalam momentum lain seperti 
Krisis Rudal Kuba (1962) ketika keberadaan Satelit Pengintaian CORONA memainkan 
peran penting bagi Amerika Serikat (AS). Pengaruh teknologi menjadi semakin 
krusial ketika Perang Teluk. Sistem senjata presisi tinggi, pesawat tempur dengan 
teknologi antiradar (stealth) serta pemanfaatan pengindraan satelit dan GPS91 
dipercaya membantu kemenangan relatif singkat AS.92 Bahkan, beberapa negara 
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mulai mendirikan Angkatan Siber guna memanfaatkan domain peperangan baru 
sekaligus menghadapi ancaman siber. 

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas medan tempur, terdapat 
kecenderungan kuat terhadap  operasi militer terpadu lintas matra sebagai 
perubahan karakter perang yang ketiga. Jika pada era awal perang modern setiap 
matra cenderung beroperasi secara terpisah, maka perang-perang setelah PD II 
memperlihatkan pentingnya koordinasi antarmatra. Dalam Perang Yom Kippur, 
Israel sempat kesulitan menghadapi serangan mendadak musuh karena terlalu 
berfokus pada kekuatan matra darat, khususnya Tank. Namun, ketika Israel mulai 
mengubah strategi pertempurannya dengan melibatkan Angkatan Udara, maka 
akhirnya Israel dapat membalikkan keadaan.93 Berkaca dari Perang Yom Kippur, 
AS mengeluarkan doktrin perang gabungan yang dikenal dengan nama Airland 
Battle.94 Dalam konflik modern, efektivitas peperangan tidak lagi bergantung 
pada kekuatan matra tunggal, melainkan pada sinergi antarmatra yang didukung 
oleh integrasi logistik, interoperabilitas sistem persenjataan, dan jaringan informasi 
real-time.95

Perubahan karakter keempat dari perang yang dilacak adalah pelibatan atau 
pemanfaatan  instrumen nonkonvensional. Berakhirnya Perang Dingin serta 
dilaksanakannya Global War on Terror dan Perang Irak mendorong operasi militer 
asimetris seperti era Perang Vietnam kembali menjamur.96 Selain itu, perang tidak 
lagi terbatas pada penggunaan kekuatan militer. Negara banyak memanfaatkan 
instrumen siber,97 hibrida,98 hingga penggunaan taktik gray-zone atau kondisi 
damai dan perang untuk mencapai tujuan strategisnya.99 

Perubahan terakhir yang tidak kalah penting adalah makin seringnya keterlibatan 
militer dalam MOOTW, yang mencakup HADR, pemeliharaan perdamaian, serta 
operasi kontraterorisme dan stabilisasi sipil, hingga keamanan dalam negeri. Meski 
secara historis MOOTW telah dilakukan oleh negara sejak lama, berakhirnya PD II 
menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan MOOTW sistematis.100 Pada era Perang 
Dingin, MOOTW dilakukan dengan tujuan mengambil simpati atau dukungan 
dari masyarakat lokal agar tidak mendukung kelompok pemberontak.101 Intensitas 
pelaksanaan MOOTW ini makin meningkat pasca-Perang Dingin. Berakhirnya 
Perang Dingin seakan membuka tabir bahwa dunia menghadapi berbagai 
tantangan ancaman baru, seperti kelompok teror, kejahatan transnasional, hingga 
bencana alam.102 Sebagai contoh, pasukan AS dan NATO yang ditugaskan untuk 
misi kemanusiaan di Kosovo,103 serta pelibatan militer Brasil, Italia, dan Afrika 
Selatan untuk misi keamanan dalam negeri.104

Pola Doktrin Pertahanan dan Militer Global
Meski militer dikenal sebagai suatu institusi yang cenderung sulit berubah,105 bukan 
berarti transformasi dalam tubuh militer mustahil terjadi. Perubahan dalam tubuh 
militer bisa terjadi selama terdapat beberapa prakondisi, seperti: (1) kekalahan 
dalam peperangan;106 (2) kehadiran teknologi persenjataan baru;107 dan (3) dinamika 
geopolitik atau kemunculan ancaman baru.108 Memperhatikan temuan dinamika 
politik global dan perubahan karakter perang, pemetaan doktrin pertahanan dan 
militer global menjadi penting untuk dilakukan.
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Pemetaan Doktrin Negara-Negara Utama

NEGARA DOKTRIN 
INDUK STRATEGI UTAMA ANCAMAN UTAMA DOKTRIN OPERASIONAL OMSP

Amerika 
Serikat

Integrated 
Defense 
(2022)

Deterrence by 
Denial; Deterrence 
by Resilience; 
Deterrence by Direct 
and Collective Cost 
Imposition

Tiongkok; Rusia; 
Korea Utara, Iran dan 
Kelompok Ekstrem 
Bersenjata; Aktivitas 
Gray-Zone, Perubahan 
Iklim, dan Ancaman 
Transnasional lain

Stabilisasi, Nation Building (termasuk sektor 
kesehatan dan operasi perkotaan), Koordinasi 
Sipil-Militer, JP 3-57 Civil-Military Operations (2018) - 
JP 3-07 Stability (2016)
Operasi Penjagaan Perdamaian  - JP 3-07.3 Peace 
Operations (2018) 
HADR - JP 3-29 Foreign Humanitarian Assistance 
(2019); JP 3-28 Defense Support of Civil Authority 
(2018) 
Kontraterorisme - JP 3-26 Counterterrorism (2014)
Kontrainsurgensi - JP 3-24 Counterinsurgency 
(2018); FM 3-24 MCWP 3-33.5 Insurgencies and 
Countering Insurgencies (2014)
Keamanan dalam Negeri JP 3-28: Defense Support 
of Civil Authorities (DSCA)

Tiongkok Active Defense  
(2015)

People’s War 
(bergeser ke 
mobilisasi sektor 
IPTEK); Forward 
Looking; Dominasi 
Informasi, Serangan 
Presisi dan Operasi 
Gabungan

Amerika Serikat; 
Ancaman Kedaulatan 
dan Integritas Teritorial 
(LTS dan Selat Taiwan); 
Separatisme Tibet dan 
Turkestan Timur; RMAs

HADR: Regulations on Participation in Emergency 
Rescue and Disaster Relief by China’s Armed Forces 
(2005)

Rusia Active Defense 
(2019)

Peperangan Hibrida; 
Penggentaran 
Strategis

NATO; Teknologi Rudal 
dan Senjata Pemusnah 
Massal; Terorisme; 
Penggunaan TIK untuk 
Militer

-

Inggris

UK Defense 
Doctrine 
(UKDD) 
2022

Mission Command 
(responsif meski 
terdesentralisasi), 
Pendekatan Manuver, 
Aksi Terintegrasi

Terorisme; Ancaman 
Siber (Teror, Spionase, 
dll); Konflik Bersenjata 
Internasional; Pandemi; 
Bencana Alam; Darurat 
Sipil

Stabilitas - JDP 05 Shaping a Stable World (2016); 
AJP-3.28 Allied Joint Doctrine for the Military 
Contribution to Stabilization and Reconstruction; 
AJP-3.22: Allied Joint Doctrine for Stability Policing
HADR - JDP 3-52 Disaster Relief Operations 
Overseas: the Military Contribution (2016) (3rd Ed); 
Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to 
Humanitarian Assistance (AJP-3.26) (2022)
Operasi Evakuasi Nonkombatan - JDP 5-51 
Evacuation Operations (2023) (3rd ed, Ver 2); JDP 
4-00 Logistics for Joint Operations (2015); AJP-3.4.2 
for Non-Combatant Evacuation Operations (2013)
Kontraterorisme - The United Kingdom’s Strategy 
for Countering Terrorism (CONTEST) (2023 Ver); 
Allied Joint Doctrine for Counter-Insurgency (COIN) 
(Ed. A Ver. 1 April 2022)

Italia La Dottrina 
Militare Italiana

Operasi Gabungan; 
Operasi Lintas Medan

Kompetisi Geopolitik 
(Rusia-Tiongkok); 
Geopolitik Mediterania; 
Perang Hibrida; 
Peperangan Informasi

HADR: AJP-3.26: Allied Joint Doctrine for The Military 
Contribution to Humanitarian Assistance (2022)
Operasi Pemulihan: The Military Contribution to 
Stabilization and Reconstruction (2013); AJP-3.22: 
Allied Joint Doctrine for Stability Policing; AJP-3.28: 
Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to 
Stabilization
Kontrateror dan Kontrainsurgensi: The Chief of 
Defense Strategic Concept (2022);  Italian Army: 
Preparing Together for the Challenges of Tomorrow; 
AJP-3.27: Allied Joint Doctrine for Counter-
Insurgency (COIN) (Ed. A Ver. 1 April 2022)
Operasi Evakuasi Nonkombatan: AJP-3.4.2 for Non-
Combatant Evacuation Operations (2013)
Keamanan dalam Negeri:  Allied Joint Doctrine for 
Counter-Insurgency (COIN)
Antiperompakan: The Chief of Defense Strategic 
Concept (2022); AJP-3.1: Allied Joint Doctrine for 
Maritime Operations (Ed. A Ver. 1 December 2016)
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India

Cold-Start 
Doctrine 
(2004); Joined 
Doctrine 
Indian Armed 
Forces (2017); 
Land Warfare 
Doctrine (2018)

Operasi Gabungan; 
Ringkas-Kilat-
Mematikan;
Serangan Presisi; 
Peperangan Hibrida

Konflik Bersenjata 
Internasional; Terorisme 
Transnasional; 
Pergeseran Geopolitik 
ke Asia-Pasifik; Konflik 
Etnis; Bencana Alam

-

Brasil
Doutrina 
Militar de 
Defesa (DMD)

Penggentaran; 
Mobilitas Strategis; 
Rapid Mobilization

Persaingan 
Geopolitik Negara 
Adidaya; Kejahatan 
Transnasional 
Terorganisir; Intervensi 
Asing (terkait SDA 
di Amazon - Atlantik 
Selatan); Ancaman 
Siber

HADR: Manual de Campanha Operações de Ajuda 
Humanitária (2023); Política Nacional de Defesa 
Estratégia Nacional de Defesa; Manual de Operações 
de Evacuação de Não Combatentes (2013)
Keamanan dalam Negeri:  Política Nacional de 
Defesa Estratégia Nacional de Defesa; Doutrina 
Militar Terrestre (2022)
Operasi Pemeliharaan Perdamaian: Manual de 
Campanha Operações de Ajuda Humanitária (2023); 
Política Nacional de Defesa Estratégia Nacional de 
Defesa; 
Operasi Evakuasi Nonkombatan: Manual de 
Operações de Evacuação de Não Combatentes 
(2013); Manual de Campanha Operações de Ajuda 
Humanitária (2023)

Australia National 
Defence (2024)

Strategi Penangkalan 
dan Kekuatan 
Terpadu

Kompetisi Geopolitik 
AS-Tiongkok;
Korea Utara; Disrupsi 
Teknologi

Operasi Pemulihan: ADDP 3.8 – Peace Operations; 
ADDP 3.20 – The Military Contribution to 
Humanitarian Operations; ADDP 3.21 – The Military 
Contribution to Stabilisation 
Keamanan Maritim: ADF-C-0 Australian Military 
Power (Capstone)

Filipina

AFP National 
Military 
Strategy (2019); 
Comprehensive 
Archipelagic 
Defense 
Concept (CADC) 
2024

Kerja Sama 
Internasional; 
Kerangka Kolaborasi; 
Modernisasi; 
Ketertiban (Law & 
Order)

Sengketa Wilayah, 
Pemberontakan, 
Seccesionism, 
Terorisme; Kamtibmas

-

Tabel di atas memetakan doktrin negara-negara utama serta rising power dunia. 
Negara-negara utama seperti AS, Tiongkok, Inggris, dan Rusia memainkan peran 
penting dalam perkembangan militer dunia. Selain itu, negara-negara seperti 
Brasil, Australia, dan India sebagai rising power sekaligus kekuatan utama di 
kawasan menjadi menarik untuk turut dianalisis. Pemilihan Filipina didasari 
oleh kemiripan karakter dengan Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia 
Tenggara yang memiliki karakter ancaman dan politik yang serupa. Pemetaan 
ini menemukan beberapa pola doktrin pertahanan dan militer global terkini: (1) 
Ancaman yang didefinisikan tidak lagi hanya ancaman tradisional saja, melainkan 
ancaman nontradisional dan yang berasal dari dalam negeri turut menjadi salah 
satu perhatian utama negara, (2) Pelaksanaan MOOTW menjadi salah satu bagian 
integral dalam doktrin pertahanan negara maupun militer. 

Negara-negara tidak lagi memandang ancaman sebatas perang antarnegara. 
Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan kemunculan berbagai persoalan 
keamanan baru sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kelompok 
teror, ancaman bencana alam, pandemi hingga kelompok kriminal transnasional 
bertransformasi menjadi ancaman bagi pertahanan negara. Ancaman ini dikenal 
sebagai ancaman nontradisional. Negara serta militer kemudian merespons 
dengan mendefinisikan bahwa ancaman nontradisional menjadi bagian dari 
ancaman yang harus dihadapi oleh negara. Sebagai contoh, AS melalui National 
Security Strategy (NSS) edisi tahun 1994 menyebutkan secara eksplisit untuk 
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pertama kalinya bahwa ancaman terhadap keamanan tidak selalu hadir dalam 
bentuk militer.109 Tidak jauh berbeda dengan AS, Tiongkok mulai memasukkan 
ancaman nontradisional sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap pertahanan 
negara sejak tahun 2002.110 

Ancaman-ancaman nontradisional diakui sebagai bagian dari ancaman pertahanan 
negara, tidak hanya dilakukan pada tataran doktrin pertahanan negara saja. Institusi 
militer masing-masing negara pun turut memasukkan ancaman nontradisional 
ke dalam doktrin induk militernya. Sebagai contohnya adalah Australia melalui 
dokumen ADF-C-0 Australian Military Power,111 serta India melalui Joined Doctrine 
Indian Armed Forces dan doktrin induk setiap matra. Rusia sebagai salah satu 
kekuatan utama dunia turut memasukkan ancaman nontradisional ke dalam 
doktrin militernya.112

Karakter doktrin negara-negara di dunia yang teridentifikasi dari hasil pemetaan 
adalah pelaksanaan MOOTW menjadi bagian integral dalam doktrin pertahanan 
negara maupun militer. Seiring dengan semakin intensnya pelaksanaan MOOTW 
setelah berakhirnya Perang Dingin serta diakuinya keberadaan ancaman 
nontradisional, maka militer berbagai negara turut mengintegrasikan MOOTW 
dalam doktrin militer. MOOTW diintegrasikan baik pada doktrin induk maupun 
doktrin level operasional/taktis. Negara-negara seperti AS, Inggris, Italia, Tiongkok, 
Brasil, dan Australia secara sistematis telah mengadopsi prinsip-prinsip MOOTW 
ke dalam doktrin induk hingga doktrin operasional/taktis. Sementara itu, Rusia, 
India, dan Filipina berdasarkan penelusuran belum memiliki doktrin operasional/
taktis terkait MOOTW.

Pengintegrasian MOOTW dalam doktrin pertahanan dan militer negara 
sebagaimana disampaikan pada paragraf sebelumnya menunjukkan satu 
pola yang cukup konsisten. Negara-negara kekuatan utama dunia maupun 
kawasan memiliki institusi pertahanan dan militer yang lebih adaptif. Hal ini 
dikarenakan doktrin-doktrin operasional/taktis MOOTW yang dikeluarkan oleh 
militer tersebut mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif serta 
relevan dengan karakter operasi militer dan ancaman kontemporer. Namun, Rusia 
dan India muncul sebagai caveat dalam pola ini. Rusia, meski menjadi negara yang 
kerap menggunakan instrumen nonkonvensional dalam operasi militernya, masih 
menekankan pengembangan doktrin yang berorientasi pada konflik bersenjata 
antarnegara. Sedangkan bagi India, hal ini dapat diduga disebabkan oleh tata 
kelola pertahanan serta hubungan sipil-militer di dalam negeri. Mukherjee telah 
menyoroti bahwa peran sipil dalam pengembangan doktrin di tubuh militer 
sangat minim.113 Hal ini menyebabkan tidak ada atau lemahnya dorongan bagi 
militer untuk menyesuaikan doktrin dengan perkembangan kontemporer.

Perbandingan Doktrin Pertahanan Indonesia dan Karakter 
Global
Setelah melakukan pemetaan terhadap doktrin pertahanan dan militer yang 
berlaku di Indonesia dengan kecenderungan doktrin pertahanan dan perang global, 
penelitian ini menemukan hal menarik. Terdapat kesenjangan antara doktrin 
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Indonesia dengan kecenderungan perang global serta doktrin negara-negara 
di dunia. Kesenjangan tersebut adalah: (1) Indonesia masih mengedepankan 
Perang Total; (2) Doktrin pertahanan Indonesia berkarakter perang berlarut; (3) 
Doktrin pertahanan Indonesia belum mengakomodasi kemunculan gray-zone 
operations; dan (4) Ketiadaan ancaman yang secara eksplisit disebutkan dalam 
doktrin pertahanan.

Kesenjangan pertama antara doktrin pertahanan dan militer Indonesia dengan 
karakter perang global saat ini adalah terus dipertahankannya pendekatan Total 
War  sebagai fondasi utama sistem pertahanan nasional. Gagasan Perang Total 
yang tercermin dalam konsep  Sishankamrata memosisikan seluruh elemen 
bangsa—rakyat, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional—sebagai kekuatan 
pertahanan negara.  Pendekatan Sishankamrata ini memiliki akar historis yang 
kuat dalam pengalaman perang kemerdekaan Indonesia, di mana kekuatan 
militer formal, yang saat itu baru berdiri dan belum memiliki kekuatan optimal, 
dikombinasikan dengan partisipasi rakyat secara luas. Hal ini tercermin salah 
satunya dalam penerapan sistem Wehrkreise saat menghadapi agresi militer 
Belanda serta Doktrin Pertahanan Rakyat yang berlaku pada tahun 1950–1959.114 
Doktrin Hanneg (2023) secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia harus bisa 
memanfaatkan jumlah populasi rakyat yang besar sebagai keunggulan kompetitif 
dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Penerapan Sishankamrata yang merupakan wujud dari pendekatan Perang Total 
oleh Indonesia hingga saat ini mengakibatkan lahirnya kesenjangan dengan 
karakter perang global. Hal ini dikarenakan karakter perang global saat ini 
cenderung mengarah pada perang terbatas (limited war) serta makin dominannya 
peran teknologi. Kemenangan militer tidak lagi ditentukan oleh keunggulan jumlah 
pasukan—numerical preponderance—semata, melainkan turut dipengaruhi 
oleh superioritas dan efektivitas teknologi persenjataan. Kehadiran teknologi 
persenjataan yang semakin canggih diikuti dengan peningkatan daya hancurnya.115 
Teknologi AI dan sistem otonom yang diintegrasikan ke dalam teknologi 
persenjataan juga diyakini akan mengubah peperangan dengan menyebabkan 
semakin minimnya campur tangan manusia.116

Kedua, orientasi strategi pertahanan Indonesia yang menekankan konsep perang 
berlarut—yang salah satu strategi perangnya dilakukan dengan taktik gerilya dan 
ketahanan jangka panjang—menunjukkan kesenjangan dengan pola perang 
global kontemporer serta doktrin negara-negara di dunia. Dalam kerangka perang 
berlarut, kemenangan dicapai bukan melalui dominasi teknologi atau kecepatan 
manuver, melainkan melalui ketahanan jangka panjang. 

Karakter perang global saat ini mengarah pada pelaksanaan operasi dalam waktu 
singkat dan menentukan (decisive battle). Hal ini sebagaimana yang terlihat 
dalam Perang Teluk maupun Perang Irak.117 Selain karakter perang global, doktrin 
berbagai negara di dunia juga mengarah pada pelaksanaan decisive battle. Hal ini 
terlihat dalam doktrin shock and awe AS yang bertujuan untuk mencapai rapid 
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dominance atas musuh.118 India sebagai salah satu rising power yang juga memiliki 
kemiripan dengan Indonesia dalam hal dominasi peran AD juga mengarah 
pada pelaksanaan decisive battle.119 Kecenderungan perang dan doktrin global 
yang menganut decisive battle tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi 
persenjataan.120 

Ketiga, doktrin pertahanan dan militer Indonesia pada tataran strategis  yang 
berlaku saat ini belum memasukkan taktik gray-zone dalam substansi 
pembahasan. Hal ini tentunya menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan 
dengan dinamika global saat ini. Sebagaimana terlihat dalam grafik pemetaan 
dinamika dan perang global, pelaksanaan taktik gray-zone menjadi corak 
baru sejak aneksasi Krimea oleh Rusia. Taktik gray-zone dapat definisikan 
sebagai pelaksanaan kegiatan terselubung atau ilegal oleh suatu negara untuk 
mengganggu keamanan dan stabilitas negara lain guna mencapai tujuan 
strategisnya tanpa mencapai ambang batas konflik.121 Selain Rusia, Tiongkok 
kerap disebut sebagai negara yang gencar melakukan taktik gray-zone terutama 
melalui tindakan provokatifnya di Laut Tiongkok Selatan (LTS).122  

Pelaksanaan gray-zone operations yang semakin marak dan bahkan dilakukan 
di wilayah sekitar Indonesia tentu sudah seharusnya mendapat perhatian 
dalam doktrin pertahanan negara maupun militer. Pada kenyataannya, jika 
ditelisik dalam Doktrin Hanneg (2023) dan Doktrin Tri Dharma Eka Karma 
(2018), Indonesia belum memasukkan gray-zone operations menjadi bagian 
dari substansi pembahasan. Meski Indonesia sudah memasukkan kehadiran 
ancaman nonmiliter dan hibrida dalam doktrin, penjabaran kedua jenis ancaman 
tersebut belum menyentuh substansi gray-zone operations yang dimaksud 
oleh para ahli. Hal ini dikarenakan (1) ancaman hibrida atau perang hibrida yang 
menggabungkan instrumen konvensional/militer dengan nonkonvensional 
sejak awal telah dibedakan dari gray-zone operations123 dan (2) gray-zone 
operations tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh militer negara lain 
ataupun melibatkan kekerasan,124 sehingga menyebabkan penjelasan ancaman 
nonmiliter dalam doktrin Indonesia tidak sesuai. 

Keempat, berbeda dengan pola doktrin pertahanan negara-negara lain yang 
menjadi pembanding, doktrin pertahanan Indonesia belum menuliskan 
ancaman yang dihadapi dengan tegas. Merujuk pada dua dokumen terbaru 
yakni Doktrin Hanneg (2023) ataupun Jakumhanneg (2021) Indonesia tidak 
menyebutkan negara yang berpotensi menjadi sumber ancaman. Hal ini berbeda 
dengan AS, Italia, dan Inggris yang secara tegas mengidentifikasi aktor negara 
pesaing seperti Tiongkok dan Rusia sebagai sumber ancaman dan sebaliknya. 
Tidak hanya negara-negara kekuatan utama dunia dan anggota NATO, Australia 
dalam doktrin pertahanannya juga menyebutkan secara eksplisit ancaman yang 
ditimbulkan dari kompetisi geopolitik Tiongkok–AS. 

Meski negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Filipina tidak menyebutkan 
negara sumber ancamannya, dapat terlihat skenario dan bentuk ancaman yang 
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lebih tegas disampaikan dalam doktrin pertahanannya. Brasil dalam doktrin 
pertahanannya menyebutkan bahwa yang menjadi ancaman utama di antaranya 
adalah intervensi asing terkait dengan upaya penguasaan Sumber Daya Alam 
(SDA) di Amazon.125 India dalam doktrin pertahanan maupun militer menyebutkan 
bahwa mereka menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari kepemilikan nuklir 
dan sengketa teritori dengan negara tetangga. Selain itu, India menyebutkan 
secara eksplisit ancaman perang internal yang terus terjadi di wilayah Jammu dan 
Kashmir sebagai bentuk perang proksi.126 Filipina, sebagai sesama negara Asia 
Tenggara juga menyebutkan bahwa ancaman utama yang mereka hadapi tidak 
terlepas dari dinamika di LTS sebagai akibat dari klaim sepihak Tiongkok.127

Meski identifikasi kesenjangan antara doktrin pertahanan Indonesia dengan 
tren global bersifat esensial sebagai rujukan arah pengembangan doktrin, perlu 
dipahami bahwa perbedaan tidak serta-merta menjadi sebuah kelemahan. 
Sebagai contoh, kesenjangan yang diidentifikasi adalah adopsi Sistem Pertahanan 
Semesta yang berbasis pada strategi Perang Total.128 Namun, Pertahanan Semesta 
telah menjadi mandat konstitusi129 sehingga perubahan menjadi suatu hal yang 
kompleks. Pada konteks ini, penting untuk membangun keseimbangan antara 
kebutuhan untuk beradaptasi dengan tantangan eksternal dan keharusan untuk 
tetap selaras dengan karakter, filosofi, serta kerangka hukum dan politik nasional. 
Opsi strategis yang dapat didorong adalah adaptasi prinsip Pertahanan Semesta 
dengan mempertimbangkan karakter ancaman kontemporer. Contohnya, 
Tiongkok menggeser konsep tentara rakyatnya menjadi lebih fokus pada mobilisasi 
di sektor spesifik, yakni teknologi.130

Proyeksi, Evaluasi, dan Arah Pengembangan 
Doktrin Indonesia
Bagian ini akan memetakan arah pengembangan doktrin yang realistis bagi 
Indonesia dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Pembahasan 
akan terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian ini akan memetakan proyeksi 
ancaman dan tantangan pertahanan yang berpotensi dihadapi Indonesia dalam 
beberapa waktu ke depan. Kedua, bagian ini akan menelaah dinamika kebijakan 
pertahanan Indonesia,  utamanya yang terjadi pada era Presiden Prabowo Subianto. 
Ketiga, sebagai inti analisis, bagian ini akan memproyeksikan arah pengembangan 
doktrin yang paling realistis bagi Indonesia dengan mempertimbangkan 
kesenjangan antara tekanan global dan kondisi domestik Indonesia.

Proyeksi Ancaman dan Tantangan

Sebagaimana temuan sebelumnya, sejak PD I hingga saat ini perang telah 
mengalami berbagai macam perubahan. Salah satu perubahan itu adalah 
semakin dominannya peran teknologi dalam militer dan pertempuran. Semakin 
dominannya peran teknologi terbukti telah menghadirkan spektrum ancaman 
baru yang harus dihadapi oleh negara, seperti kemunculan ancaman siber. 
Penelitian ini berargumen bahwa ancaman dan tantangan pertahanan yang 
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dihadapi oleh negara pada masa yang akan datang juga akan sangat dipengaruhi 
oleh kehadiran teknologi mutakhir. 

Michael O’Hanlon menyatakan bahwa terdapat beberapa teknologi militer yang 
akan mengalami lompatan teknologi revolusioner. Teknologi tersebut di antaranya 
adalah AI, sistem otonom (autonomous systems), sistem robotika, dan Internet 
of Things (IoT)131. Perkembangan pesat dalam teknologi kecerdasan artifisial dan 
sistem otonom memiliki potensi untuk menciptakan teknologi persenjataan yang 
lebih cepat, presisi, dan mematikan daripada sistem konvensional saat ini.132 Finlan 
menyatakan secara eksplisit bahwa AI akan menjadi salah satu teknologi paling 
signifikan dalam pertempuran selambat-lambatnya pada tahun 2050 dan menjadi 
Revolusi Krida Yudha abad ke-21.133 Bode et al. menyebutkan bahwa perang ke 
depan adalah perang algoritma (algortithmic warfare), hal ini dikarenakan 
teknologi-teknologi yang akan mendominasi peperangan masa depan seluruhnya 
dibangun atas dasar pengaturan algoritma pemrograman.134 

Sistem senjata yang sepenuhnya otonom dengan dukungan kecerdasan artifisial 
dapat membuat keputusan dengan sangat cepat, menangani ribuan data 
taktis secara bersamaan, dan beroperasi tanpa campur tangan manusia pada 
suatu operasi. Hal ini dapat menurunkan risiko keterlambatan pengambilan 
keputusan maupun meminimalkan pasukan yang menjadi korban dalam operasi 
penyerangan. Namun, kemajuan teknologi yang pesat ini juga membawa potensi 
risiko serius yang harus diperhitungkan oleh negara-negara di dunia. Penggunaan 
teknologi berbasis AI, sistem robotika, sistem otonom, dan IoT membawa dampak 
strategis yang rumit dan dapat menimbulkan dinamika geopolitik baru.135 
Dampak-dampak tersebut di antaranya adalah: 1) proliferasi senjata secara cepat 
yang sulit dideteksi sehingga rentan terjadi perlombaan senjata;136 2) menurunkan 
ambang batas konflik yang berakibat potensi konflik terjadi semakin besar;137 dan 
3) minimnya campur tangan manusia dapat meningkatkan potensi timbulnya 
kerusakan kolateral dan meningkatkan eskalasi konflik.138 

Selain kemunculan berbagai ancaman akibat perkembangan teknologi, 
Indonesia juga akan menghadapi ancaman yang timbul dari dinamika geopolitik 
di kawasan, utamanya risiko eskalasi konflik di LTS. Kompetisi antara dua negara 
kekuatan utama dunia yakni AS dan Tiongkok di LTS terus memanas. Tiongkok 
semakin berani melakukan aksi provokatif dan asertif.139 Tindakan Tiongkok ini 
tentunya mendatangkan respons dari AS sehingga menyebut Tiongkok sebagai 
kekuatan yang ingin mengubah status quo (revisionist power).140 Selain itu, AS 
merespons dengan meningkatkan intensitas kerja sama dengan negara-negara 
di kawasan seperti pembentukan aliansi pertahanan trilateral AUKUS.141 Jika 
dilihat menggunakan kacamata Power Transition Theory ataupun Thucydides 
Trap maka besar kemungkinannya perang dapat terjadi antara AS dan Tiongkok. 
Jika Perang di LTS benar-benar terjadi, maka hal ini akan menjadi tantangan 
besar bagi Indonesia. 
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Kondisi ini diperparah oleh kehadiran dan penguatan pangkalan militer AS dan 
Tiongkok di sekitar wilayah Indonesia. AS, misalnya, mempertahankan kehadiran 
militernya di pangkalan-pangkalan aju milik mereka seperti di Diego Garcia, 
Darwin, dan Guam. Selain itu, AS meningkatkan akses militernya ke pangkalan 
militer Filipina melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Di sisi 
lain, Tiongkok secara agresif membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan 
di Kepulauan Spratly dan Paracel, yang kini telah dilengkapi dengan landasan 
udara, rudal antikapal, dan radar jarak jauh. Tiongkok juga telah memiliki akses 
terhadap pangkalan quasi-militer di Kamboja dan Myanmar. Kehadiran pangkalan 
aju dua negara kekuatan utama dunia ini akan menjadi ancaman dan tantangan 
bagi pertahanan Indonesia jika terjadi perang di antara keduanya. Selain 
menyebabkan Indonesia “terkepung” oleh kekuatan militer keduanya, Indonesia 
juga memiliki tantangan dalam mengelola Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 
yang kemungkinan besar akan menjadi jalur mobilisasi pasukan kedua negara.

Sebagai negara yang sudah lama berhadapan dengan ancaman nonkonvensional 
seperti bencana alam hingga kelompok pemberontak dan terorisme, ke depan 
Indonesia juga masih akan dihadapkan pada ancaman yang sama. Fenomena ini 
sejalan dengan perubahan karakter perang global yang tidak lagi didominasi oleh 
konfrontasi militer antarnegara, tetapi semakin melibatkan entitas nonnegara yang 
memiliki kemampuan mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kawasan. 
Dalam konteks ini, aktor nonnegara mencakup kelompok teroris, organisasi 
kejahatan transnasional, tentara bayaran digital (cyber mercenaries), hingga 
kelompok milisi bersenjata yang beroperasi lintas batas.

Sebagai negara yang terletak di zona lempeng tektonik aktif serta ring of fire, 
Indonesia juga tentunya masih akan dihadapkan pada ancaman bencana alam 
yang diperparah oleh perubahan iklim. Merujuk pada laporan World Risk Report 
2023, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara yang 
memiliki risiko tinggi terdampak bencana alam.142 Risiko terjadinya bencana alam 
tentunya juga harus mampu dimitigasi oleh pemerintah dan bukan tidak mungkin 
melibatkan militer dalam melakukan operasi HADR.

Menyikapi berbagai tantangan dan ancaman yang berpotensi hadir pada masa 
yang akan datang, Indonesia perlu melakukan adaptasi. Indonesia perlu melakukan 
penilaian ulang terhadap doktrin pertahanan dan militer yang berlaku saat ini. 
Pertanyaan yang perlu dijawab dalam proses ini adalah apakah doktrin pertahanan 
yang berlaku saat ini cukup dalam menjawab tantangan yang makin kompleks. 
Selain itu, pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah arah pengembangan doktrin 
seperti apa yang realistis dikejar oleh Indonesia di tengah kondisi politik domestik 
dan berbagai keterbatasan di lingkup internal.

Dinamika Kebijakan Pertahanan Indonesia
Bagian ini akan menjelaskan dinamika kebijakan pertahanan terkini, khususnya 
pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta potensi pengaruhnya 
terhadap arah pengembangan doktrin pertahanan dan TNI. Dua aspek menjadi 
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fokus pembahasan: (1) Ekonomi Pertahanan, khususnya rezim anggaran serta 
(2) Politik Militer, terutama implikasi revisi UU TNI dan dinamika organisasional 
TNI. Dua hal ini dinilai menjadi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap arah 
pembangunan pertahanan, termasuk pembentukan doktrin.

Ketersediaan anggaran merupakan representasi komitmen negara dalam 
mewujudkan pembangunan pertahanan. Persentase anggaran pertahanan 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi acuan paling umum. Makin 
tinggi persentasenya, maka makin tinggi potensi kemampuan negara memiliki 
kapasitas pertahanan yang ideal. Suatu negara setidaknya perlu mengalokasikan 
1,5% dari PDB dalam mewujudkan postur pertahanan yang kredibel.143 Bahkan, 
NATO memiliki acuan dasar lebih tinggi, yakni 2% dari PDB yang dirancang terus 
meningkat hingga 3,5% pada tahun 2035.144 Angka ini merefleksikan komitmen 
NATO atas kesiapan militer dan pertahanan kolektif. Alokasi sebesar ini dianggap 
sebagai tingkat minimum yang diperlukan untuk mempertahankan postur 
pertahanan yang kredibel.145

Tren Proporsi Anggaran Pertahanan terhadap PDB (1999–2024)146
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Komitmen untuk mewujudkan postur pertahanan yang kredibel ini tidak 
tercermin  di Indonesia. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan 
struktural utama yang terus berulang sejak era Sukarno yang memaksakan 
operasi militer besar tanpa dukungan fiskal memadai, hingga era Suharto yang 
memprioritaskan stabilitas politik ketimbang modernisasi alutsista, dan kini pada 
era reformasi yang masih menghadapi stagnasi alokasi anggaran pertahanan.147 
Usai reformasi, proporsi anggaran pertahanan terhadap PDB konsisten di bawah 
0,8% dari PDB.148 Dari jumlah ini mayoritas digunakan untuk belanja pegawai, 
bukan peningkatan kapasitas pertahanan.149 Kepemimpinan Presiden Prabowo 
pun belum menawarkan terobosan pada rezim anggaran pertahanan. Prabowo 
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justru menjalankan kebijakan efisiensi dan mengalihkan fokus terhadap sektor lain, 
utamanya pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).150 Pagu Indikatif 
2026 pun tidak menunjukkan indikasi positif bagi sektor pertahanan. Kementerian 
Pertahanan mencatatkan Pagu Indikatif 2026 sebesar Rp167,4 triliun,151 tidak 
jauh berbeda dari pagu anggaran tahun 2025 sebelum efisiensi sebesar Rp165,16 
triliun.152

Revisi UU No. 34/2004 tentang TNI yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 
3/2025  menjadi momentum putar balik pembangunan pertahanan Indonesia. 
Revisi UU TNI memperluas kewenangan TNI di ranah sipil. Terdapat penambahan 
instansi sipil yang dapat dimasuki oleh tentara aktif, dari sebelumnya sepuluh 
menjadi empat belas K/L.153 Di luar itu, pelibatan TNI dalam berbagai urusan sipil 
juga dilakukan melalui direktif, baik permintaan Presiden maupun pejabat tinggi 
lain. Contoh pelibatan TNI dalam kebijakan sipil adalah mobilisasi militer dalam 
pelaksanaan proyek food estate di Papua Selatan154 hingga dukungan pada 
program MBG.155 Bahkan, kehadiran TNI juga terasa dalam pengamanan lokal, 
seperti di universitas156 hingga kejaksaan.157

Pelibatan militer dalam berbagai urusan sipil pun diakomodasi TNI secara 
organisasional. TNI membentuk unit-unit baru untuk melaksanakan direktif di ranah 
sipil. Rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) di seluruh 
514 kabupaten/kota di Indonesia menjadi kebijakan yang paling problematik. 
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD menyatakan BTP dibentuk untuk 
mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas. Batalion ini akan 
memiliki struktur yang berbeda dari satuan infanteri yang sudah ada. Selain itu, 
akan dilakukan penyesuaian organisasi dengan menambahkan kompi-kompi 
baru, seperti produksi, pertanian, dan peternakan.158 Implikasi dari BTP adalah 
rekrutmen besar-besaran prajurit, diestimasikan sekitar 24.000 tamtama akan 
direkrut untuk mendukung BTP.159 Lebih lanjut, TNI juga telah membentuk Batalion 
Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yon PDR). Satuan baru ini bertujuan untuk 
mengamankan program pembangunan di daerah yang dinilai rawan, seperti 
di Papua.160 Dinamika organisasional TNI ini menunjukkan bahwa pendekatan 
militeristis akan menjadi salah satu pilar pada pelaksanaan pembangunan di 
Indonesia. 

Kondisi ekonomi pertahanan dan politik militer Indonesia terkini belum 
menunjukkan visi mewujudkan militer yang profesional. Rezim anggaran 
belum menunjukkan komitmen peningkatan kapasitas. Dinamika terkini justru 
menunjukkan potensi anggaran pertahanan akan diarahkan untuk pembinaan 
teritorial dalam mendukung pembangunan, dibanding penguatan postur 
pertahanan untuk menghadapi ancaman eksternal. Lebih lanjut, pelibatan TNI 
pada berbagai ranah sipil pun mengindikasikan visi militer yang profesional makin 
menjauh. Dinamika ini memunculkan kekhawatiran bahwa perumusan doktrin 
pada masa mendatang lebih ditujukan untuk melegitimasi peran-peran nonmiliter 
TNI, baik yang sudah maupun yang akan dijalankan. Reformasi sektor keamanan 
untuk membangun profesionalisme militer yang diupayakan pasca-Orde Baru 
pun akhirnya berpotensi menjadi tidak relevan.
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Arah Pengembangan Doktrin
Perubahan doktrin merupakan salah satu agenda yang sedang digulirkan. Di 
permukaan, wacana perubahan doktrin didorong oleh kebutuhan adaptasi 
terhadap ancaman modern. Sebagaimana disampaikan oleh Panglima TNI, Agus 
Subiyanto, banyak doktrin peperangan yang berlaku saat ini merupakan “produk 
lama” yang perlu diperbarui mengikuti dinamika ancaman kekinian.161 Pernyataan 
ini sejalan dengan prinsip dasar perubahan doktrin yang secara teoretis didorong 
tiga determinan utama: (1) Dinamika ancaman, termasuk kondisi geopolitik; (2) 
Perkembangan teknologi persenjataan; serta (3) Evaluasi dan pembelajaran dari 
pengalaman operasi masa lalu.162

Kondisi eksternal, seperti kondisi geopolitik dan perkembangan teknologi 
persenjataan meniscayakan kebutuhan adaptasi doktrin pertahanan. LTS tengah 
menjadi pusat ketegangan antarnegara adidaya.163 Eskalasi konflik di LTS menjadi 
kemungkinan yang harus diperhitungkan oleh Indonesia dalam perumusan doktrin 
dan pembangunan postur pertahanan. Kondisi ini menuntut Indonesia memiliki 
kemampuan untuk meminimalkan dampak eskalasi konflik yang terjadi tepat di 
pintu masuk Indonesia. Teknologi persenjataan konvensional juga berkembang 
sangat pesat. Namun, Indonesia sangat jauh tertinggal dalam adopsi teknologi 
persenjataan modern dibanding negara utama dunia, seperti AS dan sekutunya 
serta Tiongkok.164 MEF sebagai program untuk meminimalkan kesenjangan 
kapasitas persenjataan realitasnya gagal dalam mencapai target yang ditetapkan. 
Penghitungan terakhir yang dipublikasi tahun 2021 mencatatkan capaian MEF 
baru mencapai 65,49%165 sehingga dapat dipastikan visi untuk mencapai  MEF 
100% pada akhir tahun 2024 tidak tercapai.166

Di tengah tekanan eksternal yang tinggi, kondisi internal belum memberi 
dukungan optimal untuk membangun kapasitas pertahanan “ideal” sesuai prinsip 
profesionalisme. Beberapa faktor mendasari hal ini. Pertama, Indonesia belum 
memiliki visi yang jelas terkait arah pengembangan pertahanan jangka panjang. 
Hal ini tercermin dari belum jelasnya pemetaan ancaman eksternal pada berbagai 
dokumen pertahanan strategis yang telah dirilis Pemerintah Indonesia. Revisi UU TNI 
yang baru ditetapkan pun tidak menjawab permasalahan ini.167 Kedua, pengalaman 
operasi Indonesia didominasi oleh penumpasan pemberontakan dalam negeri 
berbasis darat.168 Kondisi ini menjadikan perspektif ancaman Indonesia sangat bias 
terhadap ancaman internal. Ketiga, iklim ekonomi pertahanan dalam negeri belum 
kondusif untuk mengejar ketertinggalan dalam adopsi persenjataan mutakhir, 
tercermin dari komitmen anggaran pertahanan yang tidak pernah menyentuh 
nilai ideal 1,5% dari PDB.169 Keempat, dinamika politik militer justru menunjukkan 
tren yang makin menjauh dari karakter tentara profesional ala Huntington. Hal ini 
tercermin dari makin intensnya keterlibatan TNI dalam berbagai urusan sipil yang 
lebih menggambarkan karakter “profesionalisme baru” ala Stepan.

Konstitusi telah menjadikan Pertahanan Semesta sebagai prinsip dasar doktrin 
pertahanan Indonesia. Kesemestaan dapat dipahami sebagai pertahanan total 
yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menjaga keutuhan dan 
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kedaulatan negara.170 Meski doktrin pertahanan Indonesia secara praktik terus 
berevolusi mengadopsi aspek-aspek baru, pertahanan semesta tetap konsisten 
menjadi fondasi esensial. Perubahan doktrin pun secara konseptual harus tetap 
merujuk pada prinsip kesemestaan sesuai dengan mandat konstitusi dan karakter 
pertahanan Indonesia.

Arah Pengembangan Doktrin Peperangan
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Mempertimbangkan kondisi global (dinamika geopolitik) dan nasional (ekonomi 
dan kebijakan pertahanan), Cakrawala Strategis ini memetakan empat skenario 
pengembangan doktrin pertahanan untuk kapasitas konvensional. Pertahanan 
semesta menjadi landasan dari seluruh spektrum skenario yang dirancang. 
Skenario I secara konseptual paling ideal dikembangkan di tengah kondisi 
global yang makin dipenuhi nuansa ketidakpastian. Skenario I diarahkan pada 
doktrin pertahanan berbasis strategi simetris. Skenario ini ditandai dengan adopsi 
berbagai persenjataan mutakhir sesuai dengan dinamika persenjataan global. 
Skenario II menjadi skenario alternatif dalam merespons risiko peningkatan 
ketegangan global. Akibat kondisi internal yang tidak memadai, pengembangan 
doktrin diarahkan pada strategi asimetris. Penguatan kapasitas diarahkan untuk 
meminimalkan dampak dari risiko eskalasi perang global/regional. Skenario 
III merupakan kondisi ketika situasi geopolitik relatif stabil, tetapi ekosistem 
internal mendukung Indonesia untuk mengembangkan kapasitas pertahanan. 
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Di sini pengembangan doktrin diarahkan untuk kemampuan penggentaran dan 
penangkalan dengan tujuan memantapkan posisi Indonesia secara global. Pada 
saat yang sama, Indonesia perlu konsisten menjalin kerja sama dengan negara 
lain serta melakukan confidence building measures untuk mengelola stabilitas 
regional. Skenario IV menjadi skenario yang cenderung tidak ideal. Ekosistem 
internal tidak memungkinkan pengembangan kapasitas pertahanan konvensional. 
Kondisi geopolitik yang relatif stabil, tidak memberi dorongan untuk membangun 
militer yang profesional. Akibatnya, doktrin yang dikembangkan pun berpotensi 
makin menjauh dari profesionalisme.

Dari empat skenario yang telah dipetakan, posisi Indonesia saat ini masih berada 
di Skenario IV. Kondisi global makin dipenuhi ketidakpastian serta mengarah ke 
risiko eskalasi konflik adidaya.171 Di sisi lain, komitmen Indonesia untuk penguatan 
kapasitas pertahanan konvensional relatif minimal, tercermin dari bergesernya 
fokus TNI pada isu nonmiliter.172 

Di tengah jurang besar antara kapasitas nasional dan dinamika global arah 
pengembangan doktrin, setidaknya hingga tahun 2045, Pertahanan Semesta 
secara realistis perlu dikembangkan untuk menjalankan strategi asimetris.  Doktrin 
pertahanan yang berlaku saat ini sebenarnya sudah menuliskan secara eksplisit 
bahwa kemampuan asimetris sebagai strategi yang dikembangkan. Namun, 
penjelasan detailnya cenderung banyak diarahkan pada pelaksanaan perang 
total gerilya. Dalam konteks kekinian, strategi asimetris perlu lebih diarahkan 
pada kemampuan melakukan perlawanan di berbagai domain peperangan, baik 
tradisional, seperti darat-laut-udara, maupun domain baru, seperti siber. Strategi 
asimetris modern ini tentu dapat dikembangkan dengan melakukan peningkatan 
secara bertahap dalam ekonomi pertahanan.

Anti-Akses/Penangkalan Wilayah (anti-access/area denial, A2/AD) menjadi 
konsep dasar yang menjadi rujukan dalam membangun doktrin berlandaskan 
strategi asimetris. A2/AD menjadi representasi kesemestaan pada era modern. 
Perang rakyat ditransformasikan menjadi gelar pertahanan berlapis berbasis 
teknologi yang melibatkan seluruh komponen terkait. Secara umum, A2/AD 
merupakan strategi pertahanan yang bertujuan untuk mencegah kekuatan 
eksternal, terutama yang memiliki kapasitas superior, memasuki atau bergerak 
bebas di dalam suatu wilayah tertentu. Strategi ini tidak bertujuan untuk 
menghancurkan seluruh armada musuh atau kemenangan mutlak, melainkan 
untuk mengubah kalkulasi strategis mereka karena biaya dan risiko dinilai menjadi 
tinggi untuk beroperasi di wilayah pemilik kapasitas A2/AD.173 Secara operasional, 
A2/AD terdiri atas dua komponen. Pertama, Anti-Akses (anti-acess, A2) atau 
upaya mencegah kekuatan eksternal memasuki suatu wilayah dari jarak jauh. 
Fokus A2 adalah sistem senjata jarak jauh yang dapat mengancam lawan sebelum 
mereka mencapai area operasi utama. Contoh kapabilitas A2 antara lain rudal 
balistik antikapal, kapal selam, pesawat tempur, dan sistem peperangan siber.174 
Kedua, Penangkalan Wilayah (area denial, AD) beroperasi di dalam wilayah 
yang ingin dilindungi. Tujuannya untuk menghambat kebebasan bergerak lawan 
setelah mereka berhasil menembus lapisan A2. Contoh instrumen AD adalah rudal 
antikapal pesisir, ranjau laut, dan kapal cepat rudal (KCR).175
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Pasca-2045, dengan catatan ekonomi pertahanan mampu memberikan 
dukungan optimal, doktrin pertahanan dapat dikembangkan dengan mengarah 
ke strategi simetris. Terdapat dua skenario yang mungkin terjadi. Skenario I 
terjadi ketika kondisi geopolitik makin konfliktual, bahkan terjadi eskalasi konflik 
di tingkat regional maupun global. Pada kondisi ini doktrin pertahanan Indonesia 
perlu diarahkan pada kemampuan untuk melakukan respons/perlawanan setara 
terhadap segala ancaman yang mengarah ke Indonesia. Hal ini untuk memitigasi 
potensi tertariknya Indonesia dalam dinamika konflik global. Di sisi lain, Skenario III 
terjadi ketika kondisi geopolitik pasca-2045 relatif stabil. Pada skenario ini, terdapat 
dua konteks yang mungkin terjadi, yakni rivalitas strategis antarnegara adidaya (AS 
dan Tiongkok) tidak mengeskalasi atau telah terbentuk tatanan geopolitik baru. 
Pada skenario ini pengembangan doktrin dan adopsi kapasitas dapat diarahkan 
pada kemampuan penggentaran untuk memantapkan posisi Indonesia sebagai 
kekuatan utama regional.

Perkembangan global juga menunjukkan bahwa OMSP menjadi isu strategis bagi 
militer. Pengembangan doktrin OMSP menjadi area yang perlu mendapat perhatian. 
Namun, pengembangan doktrin OMSP ini harus tetap mempertimbangkan 
prinsip demokrasi. Perlu ada batasan-batasan yang jelas terkait tugas militer dalam 
operasi nonperang. Selain itu, militer harus tunduk pada supremasi sipil.

Kajian ini juga berupaya menyusun rekomendasi terkait pengembangan doktrin 
OMSP dengan mempertimbangkan variabel eksternal, yakni kondisi geopolitik, 
dan variabel internal, khususnya orientasi Indonesia dalam merespons dinamika 
domestik maupun global. Berbeda dengan analisis doktrin pertahanan 
konvensional yang memberikan arah pengembangan ideal, pemetaan arah 
pengembangan doktrin OMSP lebih ditujukan pada pengembangan doktrin 
mana yang harus dikedepankan dalam konteks-konteks tertentu dengan 
profesionalisme dan demokrasi sebagai landasan utama. Pada koridor ini, 
pengembangan doktrin OMSP harus diarahkan pada tiga pilar. Pertama, doktrin 
OMSP harus mampu memberikan respons cepat dan efisien dalam situasi 
darurat, khususnya untuk penyelamatan jiwa. Kedua, doktrin OMSP harus 
memiliki hierarki dan komando yang jelas, khususnya terkait peran-peran yang 
dapat dilakukan militer. Ketiga, pengembangan doktrin OMSP yang menyasar 
kondisi stabilitas harus mengacu pada prinsip-prinsip HAM. 

Mempertimbangkan variabel eksternal-internal serta prinsip profesionalisme 
dan demokrasi sebagai prakondisi, dipetakan empat skenario prioritas 
pengembangan doktrin OMSP. Skenario I menunjukkan kondisi geopolitik 
yang cenderung konfliktual dengan kondisi negara yang berorientasi outward-
looking. Indonesia perlu merumuskan doktrin evakuasi warga negara (Non-
Combatant Evacuatian Operation/NEO) dan operasi-operasi yang ditujukan pada 
pengamanan kepentingan strategis Indonesia di luar negeri. Sebaliknya, dalam 
kondisi geopolitik yang sama, Skenario II menggambarkan karakter defensif-aktif 
yang lebih menguat karena orientasinya yang inward-looking dalam pelaksanaan 
OMSP. Pada skenario ini prioritas pengembangan doktrin OMSP diarahkan pada 
pengamanan perbatasan, kontraspionase, dan perlindungan infrastruktur kritis.
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Di sisi lain, ketika kondisi global relatif stabil, Skenario III menggerakkan Indonesia 
untuk lebih bersikap outward-looking dengan kerja sama dan diplomasi 
pertahanan sebagai pilar utama. Doktrin utama yang perlu menjadi perhatian 
adalah pengembangan terkait partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian 
untuk membangun citra positif Indonesia di lingkup global. Keterlibatan dalam 
latihan bersama maupun kunjungan kehormatan dari dan ke negara-negara lain 
juga perlu ditingkatkan untuk mendorong profesionalisme prajurit dan modernisasi 
pertahanan. Sementara itu, posisi orientasi yang dipilih Indonesia pada Skenario 
IV adalah inward-looking, sehingga menjadikan perbantuan sipil (civic mission) 
sebagai doktrin utama yang perlu dikembangkan. Tentu perbantuan sipil ini harus 
memerhatikan batasan-batasan yang tegas antara ranah sipil dan militer. Selain 
itu, perlu ditegaskan posisi militer sebagai pendukung. Sementara itu, doktrin-
doktrin terkait HADR relevan untuk dikembangkan dalam Skenario III maupun IV, 
karena kebencanaan telah menjadi isu signifikan di tingkat global dan nasional.

Skenario Pengembangan Doktrin OMSP
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Mempertimbangkan orientasi pertahanan internal dan dinamika global, lanskap 
terkini pengembangan kebijakan OMSP berada di Skenario IV. Posisi ini cenderung 
problematik. Upaya/inisiatif untuk menembangkan doktrin dan kebijakan OMSP 
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cukup tinggi tetapi belum diimbangi dengan kontrol demokrasi yang optimal. 
Perbantuan sipil yang menjadi fokus utama pada era Presiden Prabowo Subianto 
cenderung melebar melewati koridor profesionalisme dan demokrasi. Sebagai 
contoh, pelibatan TNI pada kebijakan pemerintah, seperti ketahanan pangan dan 
penjagaan keamanan, makin mengaburkan domain antara urusan sipil dan militer. 
Selain itu, terjadi tren pelemahan kontrol sipil. Pelibatan militer pada urusan sipil 
banyak yang hanya berbasis pada direktif Presiden tanpa disertai pertimbangan 
teknokratik yang matang. Contoh konkret, revisi UU TNI yang memperluas 
cakupan OMSP berlangsung secara kilat serta belum disertai partisipasi publik 
yang bermakna.176

Sebagai institusi pertahanan, TNI seharusnya lebih banyak menjalankan tugas 
yang berorientasi outward-looking.  Dalam konteks OMSP, posisi ini tercermin 
dari penguatan keterlibatan TNI dalam operasi pemeliharaan/penegakan 
perdamaian. Selain itu, dalam situasi eskalasi konflik global, TNI juga harus memiliki 
kapasitas untuk mengamankan warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, 
pengembangan doktrin OMSP seharusnya diprioritaskan untuk diarahkan pada 
Skenario I dan III sesuai dengan konteks geopolitik yang ada. Pelibatan TNI dalam 
urusan sipil seharusnya secara bertahap ditinggalkan. TNI tidak perlu menjadi 
bagian dari struktur instansi sipil. Pelibatan TNI seharusnya bersifat ad hoc atau 
hanya digelar dalam kondisi yang benar-benar darurat dan dilandaskan karena 
ketidakmampuan instansi sipil dalam merespons kondisi yang ada. Penerapan 
ideal terlihat di penetapan doktrin operasional dukungan militer untuk ketahanan 
nasional (Joint Doctrine Publication 02 – UK Operations: The Defence Contribution 
to Resilience) oleh Inggris. Doktrin ini memetakan secara jelas batasan dukungan 
yang dapat diberikan militer.177 Contoh lain perbantuan sipil yang ideal adalah 
mekanisme Defense Support of Civil Authorities (DSCA). Militer tidak ditempatkan 
pada jabatan struktural di instansi sipil, tetapi diperbantukan dalam kondisi-kondisi 
darurat di bawah kendali otoritas sipil.178

Pada konteks Indonesia, contoh konkret pelibatan TNI yang ideal adalah 
dukungan pelaksanaan vaksinasi ketika Pandemi Covid-19. Pada momentum 
ini, terjadi kedaruratan yang mengharuskan program vaksinasi diselenggarakan 
secara masif dan cepat. Instansi sipil belum memiliki kapasitas mumpuni untuk 
menyelenggarakan program ini secara efektif. Di sisi lain, TNI memiliki peralatan 
dan kapasitas angkut yang dapat digunakan untuk melakukan distribusi vaksin 
hingga ke daerah pedalaman.179

Pada intinya, pengembangan doktrin OMSP tidak bersifat statis, melainkan harus 
adaptif terhadap perubahan konstelasi geopolitik global serta prioritas nasional. 
Setiap pilihan doktrin, baik untuk proyeksi kekuatan maupun stabilitas internal, 
harus senantiasa dijalankan dalam koridor supremasi sipil dan profesionalisme 
untuk menjamin akuntabilitas dan legitimasi tindakan militer di negara demokrasi.
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Kesimpulan
Selama delapan puluh tahun terakhir, doktrin pertahanan dan militer Indonesia 
telah berevolusi dan beradaptasi dengan perkembangan dinamika pertahanan. 
Namun, realitasnya terdapat kesenjangan dengan karakter peperangan global yang 
mengarah pada konsep perang terbatas, berlangsung cepat, dan mengandalkan 
teknologi termutakhir. Indonesia masih mempertahankan konsep Perang Total 
berbasis Sishankamrata, serta masih menekankan pada strategi perang berlarut 
yang didominasi taktik gerilya. Kesenjangan ini dapat dijelaskan oleh pengalaman 
historis TNI yang karakter pertahanannya inward-looking akibat dominasi operasi 
dengan strategi berbasis peperangan darat untuk menghadapi ancaman internal. 
Sementara itu, lanskap pertahanan nasional makin kompleks seiring kondisi 
ekonomi pertahanan yang tidak menunjang modernisasi, serta tren penguatan 
pelibatan militer pada urusan sipil yang cenderung menjauhkan TNI dari koridor 
profesionalisme dan demokrasi.

Mempertimbangkan kondisi global yang makin konfliktual dan disertai dengan 
keterbatasan kondisi internal, maka arah pengembangan doktrin paling realistis 
adalah mendorong strategi asimetris, khususnya melalui konsep A2/AD. Konsep ini 
dinilai relevan karena tidak menuntut pencapaian superioritas penuh, melainkan 
bertujuan untuk meningkatkan risiko dan biaya bagi kekuatan eksternal untuk 
beroperasi di yurisdiksi Indonesia. A2/AD dapat menjadi wujud modern dari 
Pertahanan Semesta, yang mentransformasikan “perang rakyat” menjadi 
pertahanan total berbasis teknologi. Di sisi lain, pengembangan doktrin OMSP juga 
menjadi hal esensial dalam dinamika geopolitik kekinian. Pengembangan doktrin 
OMSP harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta memiliki batasan 
jelas dengan ranah sipil. Selain itu, doktrin OMSP seharusnya diarahkan menjadi 
lebih outward-looking. Perbantuan sipil perlu diminimalkan serta dibatasi dalam 
kondisi yang sangat darurat. Sebaliknya, TNI perlu lebih terlibat aktif dalam operasi-
operasi pemeliharaan dan penjagaan perdamaian, serta memiliki kemampuan 
untuk menjaga keselamatan warga negaranya di luar negeri ketika kondisi global 
makin tidak pasti.

Sebagai penutup, kajian ini menyadari bahwa masih terdapat sejumlah celah 
penting yang layak dieksplorasi dalam studi-studi lanjutan. Salah satunya adalah 
bagaimana ketidakselarasan doktrin berdampak pada modernisasi persenjataan, 
termasuk pengaruhnya terhadap efektivitas operasi-operasi militer kontemporer. 
Selain itu, studi lanjutan dapat menelaah lebih kritis terhadap peran dan perluasan 
cakupan OMSP. Alasannya, doktrin OMSP menyimpan potensi menjadi legitimasi 
luas bagi berbagai aktivitas TNI di luar ranah pertahanan negara, terlebih dalam 
konteks kemunduran demokrasi yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang 
dan membawa dampak sistemis terhadap arsitektur politik-keamanan nasional.180 
Eksplorasi lebih lanjut juga dapat diarahkan pada bagaimana doktrin mengatur 
pelibatan TNI dalam misi HADR, praktik diplomasi pertahanan melalui kunjungan 
kehormatan, serta latihan bersama dengan negara mitra yang terus berkembang 
dan makin relevan dalam konteks dinamika geopolitik kekinian.
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